BUPATI BELU

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELU
NOMOR 7 TAHUN 2020

TENTANG

PENGHORMATAN, PELINDUNGAN DAN
PEMENUHAN HAK PENYANDANG

DISABILITAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a.

BUPATI BELU,

bahwa dalam rangka
mewujudkan penghormatan,
pelindungan dan pemenuhan
hak penyandang disabilitas
sebagaimana diamanatkan di
dalam salah satu nilai sila
Kedua  Pancasila yakni
Kemanusiaan Yang Adil Dan
Beradab, perlu ditetapkan
Peraturan Daerah tentang
Penghormatan, Pelindungan
Dan Pemenuhan Hak

Penyandang Disabilitas;

-~
o
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b.

mengatasi ' ra
Pe gk
penyandang  g;¢ l‘rpgs
kabupaten Be]y, mablhtas di
pemberdayaan darfllilm Upays
hormatan, pelindy = Peng.
Ngan '

pemenuhan hgk dan
ditetapkan melah;'n 2 perly
Daerah; * Peraturay,
menjamin  kepastian 1. o2
: hukum
dalam. menjalankan kewajiban,

pemerintah daerah
penghormatan, pelindungan
dan pemenuhan hak
penyandang  disabilitas dj
Kabupaten Belu, maka perlu
menetapkan peraturan daerah
tentang penghormatan,
pelindungan dan pemenuhan

hak penyandang disabilitas;
bahwa berdasarkan  per-
timbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, hurdd
b dan huruf ¢ P
turan Daerah
menetapkan Pera Pe-
tentang Perighormatan, shatt

lindungan Dan Peme®

Hak Penyandang Disabilit?®

y o Mg ®

e
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Mengingat : .'
gingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang -

}Jndang ‘D asar Negara Republik
ndonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 69

'IID‘ahun 1958 tentang
embentukan Daerah-Daerah

Tingkat I Dalam Wilayah
Daerah-Daerah Tingkat 1 Bali,
Nusa Tenggara Barat Dan
Nusa Tenggara Timur
(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1958 Nomor
122, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia
Nomor 1655);

3. Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembar-
an Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 224,
Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia ~ Nomor
5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor

Tahun 2019 tentang

Perubahan Kedua Atas
Undang—Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembar-

an Negard Republik Indonesia

Tahun 0015 Nomorf 58,

; A
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:"Tambahan Lémbar’.an
- Republik Indonesijg N
~ 5679); Moy

Dengan Persetujuan Bersamg

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BELU
dan
BUPATI BELU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
PENGHORMATAN, PELINDUNGAN
DAN PEMENUHAN HAK PEN-
YANDANG DISABILITAS.

BAB I
KETENTUAN UMUM

. Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud
dengan:

1. Penghormatan adalah sikap menghargai atau
menerima keberadaan Penyandang Disabilitas
dengan segala hak yang melekat tanpa
berkurang. '

2. Pelindungan - adalah upaya yang dilakukan

- Sccara sadar untuk melindungi, mengayomi,
dan memperkuat hak Penyandang Disabilitas

4 3. Pemenuhan..-

o &
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. Rencana

. Pemenuhan
an adal '
untuk memenuﬁ; Upaya yang dilakukan

SR melaksanakan, d
Judkan hak Pcnyemdang Disabilitas. -

. Pen isabil;
yanga;:iggl Dl.sablhtas adalah setiap orang
AL ami keterbatasan fisik, intelektual,
e , v /atau sensorik dalam jangka waktu
lingkun angd dalam  berinteraksi dengan
— ai apat mengalami hambatan dan
oulitar untuk berpartisipasi secara penuh
etektif denganwarga negara lainnya
berdasarkan kesamaan hak.

: Pemeriptah Daerah adalah kepala daerah
sebagai unsur penyelenggara pemerintahan
daerah yang memimpin pelaksanaan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan
daerah otonom.

. Bupati adalah Bupati Belu.

. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu
kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah dalam penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan yang menjadi kewenangan

Daerah.

. Rencana Induk Penyandang Disabilitas adalah
dokumen perencanaan dan penganggaran
pembangunarn terkait Penghormatan,
Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang

Disabilitas. o
Aksi Daerah Penyandang Disabilitas
okumen perencanaan dan

pembangunan terkait
dan Pemenuhan

provinsi adalah d

enganggaran :
1Igenghormatarl, Pelindungarl,

5 Hak... A —
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hak Penyandang Disabilitas yang mepy,
pcnjabaran Rencana Induk

: Penvand.
Disabilitas di tingkat daerah, y -ﬂdang

10.Desa adalah desa dan desa adat atay o,
disebut dengan nama lain, selanjutnys dis};%ng
Desa, adalah kesatuan masyarakat hup?uu_t
vang memiliki batas wilayah yang b’*I‘Wen.a ,—tln
uantuk mengatur dan mengurus Umsag’
pemerintahan, kepentingan masyarakat
setempat berdasarkan prakarsa masyarakat
hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang
diakui dan  dihormati dalam  sistem
pemerintahan Negara Kesatuan Republik
Indonesia.

11.Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang
diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara
cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum.

12.Pekerja Sosial adalah seseorang yang memiliki
pengetahuan, keterampilan, dan nilai praktik
pekerjaan sosial serta telah mendapatkan
'sertifikat kompetensi.

13.Kerja Sama Daerah adalah usaha bersama

antara daerah dan daerah lain, antara daerah

dan pihak ketiga, dan/atau antara daerah dan

lembaga atau pemerintah daerah di luar negen

yang didasarkan pada pertimbangan efisiens!

- dan efektivitas pelayanan publik serta saling
menguntungkan,

14.Masyarakat adalah orang perseorangan wargta
- negara Indonesia, kelompok masyar aka’
dan/atau Organisasi Kemasyarakatan.

. Akomodast”

15.
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15.Akomodasi Yang L

penyesuaian yang
menjamin

ayak adalah modifikasi dan

tepat dan diperlukan untuk

penikmatan
semua hak asas; atau pelaksanaan

manusia dan kebebas
fundamental unt ebebasan
uk Pen W
berdasarkan kesetaraa yandang Disabilitas

16.Unit Layanan Disabilitas adalah bagian dari

satu institusi atau lembaga yang berfungsi

sebagai penyedia layanan dan fasilitas untuk
Penyandang Disabilitas.

17.Pos .Pembinaan Terpadu Disabilitas yang
selanjutnya disingkat Posbindu Disabilitas
adalah upaya kesehatan berbasis masyarakat
yang dilaksanakan dari, oleh dan untuk

masyarakat disabilitas dan pendampingnya.

18.Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu
tempat yang digunakan untuk
menyelenggarakan upaya pelayanan
kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif
maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh
pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau
Masyarakat.

19.Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya
disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan -

kesehatan yang menyelenggarakan upaya
kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan

i dengan lebih
angan tingkat pertama, bih
Ip;leerfleg?:i-:arfakan upaya promotif dan preventif di

wilayah kerjanya.

7 n0. Masyarakat. T
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»0. Masyarakat adalah  orang - Perse
" kelompok masyarakat, dan/atau Qo
Kemasyarakatan. , %
. Kelompok Potensial adalah kelom e
masyarakat atau perkumpulan yang adapodg
wilayah sekitar yang aktif, berpenganyh daz:'
mampu menggerakkan masyarakat,

Pemilihan Umum adalah sarana kedaulatay
rakyat untuk memilih anggota Dewan
Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan
Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan
untuk memilih anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secargy
langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan
adil dalam Negara Kesatuan Republik
‘Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945.

23.Kesejahteraan Sosial adalah kondisi
terpenuhinya kebutuhan material, spiritual,
dan sosial warga negara agar dapat hidup
layak dan mampu mengembangkan dir,
sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

24 .Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas yang

- selanjutnya disebut Rehabilitasi Sosial adalah

proses refungsionalisasi dan pengembangan

- untuk memungkinkan Penyandang Disabilitas

- mampu melaksanakan fungsi sosialnya secard
Wajar dalam kehidupan masyarakat.

a7 ol Ry
T8anisgg;

3]

o
o

® g5, perlindung®®

/4/
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25.Perlindun :
yang selalgl?atnszsl?l‘ Pen-y?-tru.:lang Disabiiitas
adalah semua upalﬁ‘;‘but Perlindungan Sosial
mencegah dan ya yang diarahkan untuk
guncangan da Menangani  resiko  dari
kelangsungah I?'d kerentanan sosial agar
dapat dipenuhil ap P?nyaﬂdang Disabilitas
dasar minimal. SESHRL tengan Kebutuen

26.Pemberdayaan adalah upaya untuk
menguatkan keberadaan Penyandang
Disabilitas dalam bentuk penumbuhan iklim
Qan pengembangan potensi sehingga mampu
tumbuh dan berkembang menjadi individu

atau kelompok Penyandang Disabilitas yang
tangguh dan mandiri.

27 Jaminan Sosial Penyandang Disabilitas yang
selanjutnya disebut Jaminan Sosial adalah
skema yang melembaga untuk menjamin
seluruh Penyandang Disabilitas agar dapat
memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang
layak.

28.Lembaga Kesejahteraan Sosial adalah
organisasi sosial atau perkumpulan sqsml yang

yang berbad
berbadan hukum. |
no panti Sosial adalah Jembaga/unit pelayanan

habilitasi Sosial bagi
s melaksanakan e untuk memulihkan

i saran .
iatuamlel?;i RS g Yyang mengalami
emamp

disfungsi...
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Jisfungsi sosial agar dapat melgyg

fungsi sosialnya secara wajar. anakan_ |

30.Pelayanan Publik adalah ke
rangkaian kegiatan dalam rangka pem ety
kebutuhan pelayanan sesuai dengan peratur?.ﬁ
perundang - undangan bagi setiap Wargs
negara dan penduduk atas barang, i
dan/atau  pelayanan  administratif yan g’
disediakan oleh penyelenggara pelayanan
publik.

31.Standar Pelayanan adalah tolok ukur yang

dipergunakan sebagai pedoman penyelenggara-
an pelayanan dan acuan penilaian kualitas
pelayanan sebagai kewajiban dan janji
penyelenggara kepada masyarakat dalam
rangka pelayanan yang berkualitas, cepat,
mudah, terjangkau, dan terukur.

32.Standar = Operasional  Prosedur  adalah

serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan
mengenai berbagai proses penyelenggaraan
aktivitas organisasi, bagaimana dan kapan
harus dilakukan, dimana dan oleh siapa
dilakukan, '

33.Habilitasi adalah upaya mengoptimalkan fungsi

tubuh yang ada untuk menggantikan fungst
tubuh yang tidak ada melalui bantuan medi;
sosial, psikologik, dan keterampilan agar dapat
mencapai kemampuan fungsionalnya.

10 i
34. Rehabilitas*
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34.Rehabilitasi adalap

dan pe proses refungsi L
Periyar}:dzxgaemg) angan - untuk merrfxifglzlrliaai
fungsi sosialglnylfaSLasbllltas mampu melaksanakan
masyarakat. ecara wajar dalam kehidupan

35-5§2§e§ibaiil{ah segala bentuk potongan biaya

iy €rikan oleh Pemerintah, Pemerintah

, dan/ atau setiap orang kepada

Penyar.ldang Disabilitas berdasarkan kebijakan
Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Pasal 2

Tujuan Peraturan Daerah ini meliputi :

a. menjamin pelaksanaan Penghormatan, Pe-
lindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang
Disabilitas; dan

b. sebagai pedoman Daerah dalam pelaksanaan
Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan

Hak Penyandang Disabilitas.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:
a. perencanaatl;
b. pendataan;

c. keadilan dan perlin
d. pendidikan;
e. pekerjaai, gewirausahaar

f kesehatatl; N z/
11 g. pOlltlk---

dungan hukllm,

dan koperasi;
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g. politik;

h. keagamaarn,;

keolahragaan,

e kebudayaan dan pariwisata;
k. kesejahteraan sosial;

1.

1.

infrastruktur;
m. pelayanan publik;
. perlindungan dari bencana;
habilitasi dan rehabilitasi,
. konsesi,;
komunikasi dan informasi;
perempuan dan anak;
perlindungan dari tindakan  diskriminasi
penelantaran penyiksaan dan eksploitasi;
t. pendanaan; '
u. pembinaan dan pengawasan; dan

ZBEN o = T o B = B =

v. partisipasi masyarakat.

BAB II
PERENCANAAN

Pasal 4

.(1) Setiap Perangkat Daerah bertanggung jawab
~menyusun rencana kerja dan mclaksanakan
program dan kegiatan terkait Penghormata

Pgﬁndungan, dan Pemenuhan Hak Penyaﬂdang
Disabilitas.

12 ' (2). Penyusuné™
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2) Penyus ‘
2) dimaksﬁgaga d~: “:ycinal kerja  sebagaimana |
a ayat gty
Peraturan Daerah ini.( ) harus mengacu pada

(3) Selljain ] kewaji.ban dan tanggung jawab
sebagalmana diatur di dalam Peraturan Daerah
ini, pelaksanaan

b A ‘ program dan kegiatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga
mengacu pada : |

a. Rencana Induk Penyandang Disabilitas;

b. Rencana Aksi Daerah

Penyandang
Disabilitas Provinsi; dan

c. Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah.

(4) Tata cara penyusunan rencana kerja
sebagaimana  dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.

BAB III
PENDATAAN

Pasal 5 : i
bertanggung jawab dalam
Daeraherubahan data Penyandang
belum terdata di Flalam
pendataan sebagaimana

(1) Pemerintah
endaftaran atau p

Disabilitas yané

penyele n%'giar ag:_larn p eraturarn perundang‘
diatur
undangan-

13 (2) Tanggung-?-(/
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nggung jawab sebagaimana dimalc

) Z;atg (1) dilaksanakan oleh e
Desa/Kelurahan, dapat mengikut sert

mitra Penyandang Disabilitas. Akan

Sud Pady
erint

Pasal 6

(1) Setiap Kepala Desa atau Lyrgp wajih
melaksanakan pendaftaran atay Perubahgay,
data Penyandang Disabilitas di wilayahnya.

(2) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang  sesiy
bertanggung  jawab dalam menyusun
instrument pendaftaran bagi pendataan atay
perubahan data sebagaimana dimaksud pada
ayat (1). ~

(3) Dalam hal diperlukan, pendaftaran sebagai-

mana dimaksud pada ayat (1) dapat
menggunakan sistem data terpilah.

(4) Sistem data terpilah sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) paling sedikit memuat informasi
meliputi:
a.nama;

b. umur;

C. jenis kelamin:

d. alamat tempat tinggal;

€. Jenis disabilitgs i

L"status kepemilikan dokumen administrasi
kependudukan; dan '

8. status pendidikan.

14 (SWN
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(5 Pendafi "

(5) dimakst\zilc.lar}gaaéiu 'DCl‘ubahan data sebagaimana
cedikit 1 (SatLi) ‘iyﬂF (1) dilaksanakan paling
R zali setahun atau sewaktu-

< Pasal 7

1) Setia

(1) melaporkKepala ~ Desa atau Lurah wajib
5 P an.hasﬂ pendaftaran atau perubahan

ata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

(2) Lgporan.sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disampaikan kepada Bupati melalui Camat.

(3) Bupati menyampaikan pendaftaran atau

perubahan data sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) kepada Gubernur.

(4) Dalam  hal  diperlukan, Bupati dapat
melakukan verifikasi dan 'validasi terhadap
pendaftaran atau perubahan data sebagaimana
dimaksud pada ayat (3).

(5) Verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) dilaksanakan oleh Perangkat
Daerah yang " menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang sosial.

Pasal 8

i ah yang tidak
tiap kepala Desa atau Lur .
& rslfelallc)ukar[: dan/atau melaporkan .hasﬂ
endaftaran atau perubahan data sebagaimana

dnnaksud dalam pasal © dan Pasal 7

dikenakan ganksi admmistratif .

. (2) Bupati...
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(2) Bupati lag}wvenang mengenakay,
adminisnm;ll sebagaimana dimakgq .
(1) berupa .
q, teguran lisan; dan
p. teguran tertulis,

Sanksi
da ayat

Pasal 9

(1) Kepala Desa atau Lurah bertanggung iaw
memfasilitasi pendataan dan pen daftarab
administrasi kependudukan. an

(2) Pendataan dan pendaftaran sebagaiman,
dimaksud pada ayat (1) untuk menjamin
pemenuhan hak kepemilikan administras;
kependudukan bagi penyandang diabilitas.

(3) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilaksanakan secara terkoordinasi
dengan Perangkat Daerah yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang administrasi kependudukan dan
pencatatan sipil.

(4) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (I
dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam
setahun atau sewaktu-waktu.

Pasal 10

Dalam hal Penyandang Disabilitas belum

dalam pendataan sebagaimana dimaksu alan:

Pasal 6, maka Penyandang Disabilitas dsp,

;Ecara aktif mendaftarkan diri kepada K¢
€sa atau Lurah dj wilayah masing-masing

16 BAB Iv

s

7
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BAB |
KEADIL M
AN DAN PERLINDUN().,\N HUKUM

Bagian Kegaty
Bantuan Hukum

Pasal 11
(1) Perangkat

Daerah yan )
e g menyelenggarakan
urusan di bidang hukum bertanggung jawab

memfasilitasi tersedianya Bantuan Hukum
kepada Penyandang Disabilitas.

(2) Fasilitasi  sebagaimana  dimaksud pada
ayat (1) melalui pengalokasian anggaran
penyelenggaraan Bantuan Hukum sesuai
dengan kemampuan keuangan Daerah.

(3) Ketentuan mengenai pengalokasian anggaran

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur
dengan Peraturan Daerah.

Pasal 12

(1) Pemerintah Daerah bertangguns jawab men-
yediakan:
a. pendamping,
b. dokter;
. psikolog;
3 gekerja sosial; dan/atad
e. pt=3nerje:ma.g,emg
pagi Penyar
permasalahan hukum

. terlibat
igabilitas yang
D'e4i tiap tahapan UPay2

! ) Tanggung-
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Tanggung jawab sebagaimang di Y
ayat (1) dilaksanakan oleh pEra;“gitsud D,
yang menyelenggarakan urusan pemet'

di bidang sosial yang dﬂakukannntahan
terkoordinasi dengan : 1 Secyr,

. Perangkat Daerah yang menyelengg, ..
d

urusan pemerintahan di bidang pengigy. "

b. Perangkat Daerah yang menyelen, -
urusanpemerintahan di bidang kfsgeh:i;?

dan/atau

c. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang pem.
berdayaan perempuan dan pelindungan
anak.

(2)

Pasal 13

(1) Dalam rangka menjamin pemenuhan hak
Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 12 ayat (1), Pemerintah Daerah
dapat melakukan Kerja Sama Daerah.

(2) Kerja Sama Daerah sebagaimana dima.ksud
pada ayat (1) dilaksanakan antara Pemerintah
Daerah dengan :

a.organisasi bantuan hukum yang telah
terakreditasi oleh  kementerian yaPé
menyelenggarakan urusan pemerintahan &
bidang hukum;

b. lembaga sosial atau organisaSi : ke
mmasyarakatan di Daerah yang membldangl
Urusan Penyandang Disabilitas; dan/at?"

* c. aparat.

=
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C. aparat penegak hukum di Daerah.

3) Kerja Sa
© aci]aa atm;j1 Da.erah sebagaimana dimaksud
P yat (1) paling sedikit memuat

a. peran atau tanggung jaw RPTR——
pihak: gung jawab masing-masing

b. alur a.tau prosedur penanganan atau
pe.mb(?r.lan layanan bagi Penyandang
Disabilitas yang terlibat permasalahan
hukum; dan

c. pembebanan biaya.

(4) Ketentuan mengenai perjanjian kerjasama
dilaksanakan sesuai dengan  peraturan
perundang-undangan.

Bagian Kedua
Sosialisasi

Pasal 14

terhadap pemenuhan hak  penyandang

disabilitas di Daerah.

' t
(2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada aya

ang : |
(al)ptee;l;turgan perundang—undangan mengenal
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d. pffl’.llngkatan.' kapasitas aparat
hukum bagl penanganan kasug Denegak
dan/atau Sablhtas;

e. tata cara pelaporan dan pengady
cksploitasi, kekerasan dan/atay ;get‘%us
terhadap Penyandang Disabilitas. €han

(3) Sosialisasi sebagairriana dimaksud
(1) dapat melibatkan:

a. Perangkat Daerah terkait lainnya;
b. Lembaga swadaya Masyarakat; dan/atay
c. Organisasi kemasyarakatan.

Pada ay,

Pasal 15

(1) Sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal
14 dapat dilaksanakan dengan cara:
a. formal ditiap lembaga;

b. penggunaan poster, banner, dan/atau
spanduk; dan/atau

C.tidak langsung melalui media massa baik
cetak maupun elektronik.

(2) Sosialisasg; sebagaimana dimaksud pada &2

(1) dilaksanakan paling rendah 1 (satu) kall
dalam setahun,

20 BAB V/ ,
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BAB Vv
PENDIDIKAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 16

Dagrah yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang pendidikan

bertanggung jawab melakukan pemenuhan

hak atas pendidikan bagi Penyandang
Disabilitas.

(2) Pemenuhan hak atas pendidikan bagi
Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan dengan cara :

2. menyelenggarakan sosialisasi  terhadap
keluarga yang memiliki anak Penyandang
Disabilitas usia sekolah agar mendaftarkan
kejenjang pendidikan inklusif atau khusus;

b. memfasilitasi pelayanan keseh.atan secara
periodik di tiap sekolah baik inklusif atau.
khusus; | |

C. memfasilitasi bantuan sosial bagl peserta

didik; ) ")
d memfasilitasi pelatihan keterampilan Se€s

] pakat;
dengan minat dan v
e. melakukan pendataan dan memfasilitast

(1) Perangkat

inistrasi

encatatan adminis
lllelayr?cliljgu pbagi siswa )?kng belum{
rrfé)rflilild administras1 kcpendud an; g
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i ) memfasilitasi Akomodas;j yang Lay

peserta dldlk Penyandang Dlsf;bﬂbag]
imana  diatur it
sebagaima dalam pera tur;?

perundang-undangan;

g. menyediakan beasi.s.wa untuk pesert, ’
penyandang Disabilitas berprestagi A
tidak mampu; dan/atau

h. menyediakan bantuan biaya pendidikay,
untuk anak dari Penyandang Disabilityg
yang tidak mampu  sesuai denggy
kemampuan keuangan Daerah.

(3) Pemenuhan hak atas pendidikan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf
huruf d dan huruf e dilaksanakan secara
terkoordinasi  dan terintegrasi  dengan
Perangkat Daerah yang menyelenggarakan
urusan dibidang:

a. kesehatan;
b. sosial;
c. tenaga kerja; dan/atau

- d. administrasi kependudukan dan pencatatan

sipil.

idik
amun

Bagian Kedua
Pendidikan Inklusif

Pasal 17

- (1) Perangkat Daerah len

| yang menye . 13
urusan pemerintahan di bidang pendldﬂ;:nn
bertanggung jawab dalam membangt? tiap
menyelenggarakan pendidikan inklusif dis°

ggaraka®

2 Unit-
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unit pendidikan tin :'
n tlngkat g '
ketentuan peraturan 'perc\llisda;ncg ‘?r?grah sesual
- angan.

(2) Tanggung jawab

_ sebagaim ime

3};?1; (1) diselenggarakan deélllnaa rldlmaksud pada
a Penyandang gan mengacu pada

dimaksud dalam Pasa?igabilitas sebagaimana

3) Pendidikan i i
(3) o 1n.k1u31f sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara :

a. peningkatan kesadaran dan pen tah
tentang hak _pengetaiian

atas pendidikan bag
Penyandang Disabilitas kepada Masyarakat
dan tenaga pendidik;

b. pemb.el.calan dan pelatihan bagi tenaga
pendidik atau guru pendamping khusus;

c. membangun sarana dan prasarana khusus
bagi peserta didik Penyandang Disabilitas;
dan

d. memfasilitasi pendaftaran anak Penyandang
Disabilitas untuk mengikuti pendidikan
inklusif di sekolah regular terdekat.

Pasal 18

t Daerah Yyang menyelengga.ra‘kan
(1')’ ) i bidang pendidikan
dalam membina .dan
mengawasi setiap satuan unit pendidikan
tingkat dasar di I?aerah. ~ yang
menyclenggarakan pendidikan inklusif.

(2) Setiap.-.
23
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etiap satUan unit peﬂdidil{an tin _
: (2 Is:,aefah yang 'men}’elepggarakangkgz ndasar .
inklusif sebagaimana dimaksud beids dldlkan
harus ditetapkan sebagai sekolah in k«';yaF )
dalam Keputusan Bupati. usif g

¢ mengenai tata cara

(3) Ketentuan. enl ‘ s
satuan unit pepdld}kan tingkat dasar sebfan-
sekolah inklusif diatur di dalam Peraturil

Bupatl.

Pasal 19

(1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang pendidikan
bertanggung jawab membentuk Unit Layanan
Disabilitas dalam  rangka  pelaksanaan
pendidikan inklusif.

(2) Ketentuan mengenai Unit Layanan Disabilitas
dilaksanakan sesuai peraturan perundang
undangan.

Bagian Ketiga
Pendidikan Khusus

Pasal 20

Dalam rangka peningk kualit
gkatan as P
khusus maka  Perangkat Daerah yandgi
menyelenggarakan urusan pemerintaha? an
bidang pendidikan secara terkoordinasl der

Pemerintah Daerah Provinsi dapat :

3. mengadakan pelatihan kepada tenagd Pe*
Jenjang pendidikan inklusif atau khusus:

en(-iidﬂ‘l«'ﬂm

gal®!

menye dlakan

24 : b.
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" b. menyediakan
- Sarana dan prasara
sk na pendukung

. melakukan kegi .
glatan minat d .
Penyandang Disabilitas; atau an bakat bag

d. memb-eglkan insentif bagi tenaga pengajar
sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

BAB VI |
PEKERJAAN, KEWIRAUSAHAAN DAN KOPERASI!

Bagian Kesatu
Pekerjaan

Pasal 21

(1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab .dalam

menjamin proses rekrutmen, penerimaan,

pelatihan kerja, penempatarn ];Z?ia,
keberlanjutan kerja, dan pgngqmbangank - g;
yang adil dan tanp2 Diskriminasi X€P
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p. menyediakan infoH;nasi Menger. . .
kerja Penyandang DlSabﬂitaS; -g Hay Poteng;

c. melakukan pengawasan -
penguatan kualitas kepada py dan Upay,
terhadap syarat kerja dan isi peljanjianu; a
bersama; dan ta

d. melakukan pembinaan dan Peninday
terhadap badan usaha yang melay,
diskriminasi terhadap pekerja.

Pasal 22

(1) Pemerintah Daerah dan badan usaha milik
Daerah bertanggung jawab mempekerjakan
paling sedikit 2% (dua persen) Penyandang
Disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja.

(2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilaksanakan oleh :

a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang kepegawaldl
secara terkoordinasi dengan  setiap
perangkat daerah; atau

b.Unit atau dengan sebutan lainnyd padz
badan usaha milik Daerah yang berté™

It')nelakUkarl seleksi dan penerimaan pegawal
aru.

Pasal 23 andang

Penerimaan dan seleksi pekerja P efly dengd?

Pisgbilitas harus dilaksanakan sesu&
Jenis Disabilitag

pasal 24

=z
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| P
(1) Perangkat b

Daera
urusan pemerinta}lll yang menyelenggarakan
an di bidang tenaga kerja

bertanggung j

g Ja 1

usaha agar W;tjig?b memfasilitasi tiap badan

a. mem ean
Perselzle)kglgik an paling sedikit 1% (satu
bepawsS yandang Disabilitas dari jumlah

R atau pekerja sesuai ketentuan

peraturan perundang-undangan; dan

b. menyediakan akomodasi yang Layak dan

fasi}itas yang mudah diakses oleh tenaga
kerja Penyandang Disabilitas.

(2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) meliputi:
a. melakukan inventarisasi data badan usaha
dan data jumlah penyandang disabilitas dari
jumlah pegawai atau pekerja;

b. mengadakan sosialisasi atau penyebariuasan
informasi ketentuan peraturan pe:runfi?ng-
undangan mengenai Penyandang Disabilitas;

. centif kepada badan usaha
' Penyandang
dengan ketentuan

ndang—undangan; dan/atau
administratif kepada

- ketentuan
s ang melanggal

y2a
(3) Penjatuhan-

27
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3; Penjatuban sanksi administratif ‘sep,,
" gimaksud pada ayat (2) huruf d'dilaksg, imap,
sesuai  ketentuan  peraturan pe anale. .

) |
undangan. Ndang, -

Pasal 25

(1] Pemerintal'l' Daerah be?tangg-mlg et
mengawasi penempatan Kerja bagi Penyangap,
disabilitas sesuai dengan jenis disabilitasnys

(2) Pengawasan sebagaimana d@ma..ksud pada ayat
(1) dilaksanakan secara periodik paling sedikit
1 (satu) kali dalam setahun.

(3) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) digunakan sebagai bahan
evaluasi dan rekomendasi kepada instansi atau
badan usaha. 33

(4] Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilaksanakan sesuai kewenangan oleh:
a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang tenaga kerja;

. atau |

b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan
urusan di bidang kepegawaian.

Bagian Kedua
Kewirausahaan

Pasal 26 . wab

(1) Pemerintah  Daerah  bertangguns f sjilitasi
menyelenggarakan  dan/atau fnem ?(epada
Pelathan  keterampilan =~ ker@

28 Pe,wang“.
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ien.yandailll.g Disabilitas di lembaga pelatihan
erja  milik  Pemerintah Daerah dan/atau
swasta.

(2) Pelatihan keterampilan sebagaimana dirnaksud
pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara -

a. membuat program dan kegiatan pelatihan
yang disesuaikan dengan minat dan bakat
Penyandang Disabilitas;

b. membuka kesempatan dan informasi
pelatihan keterampilan secara luas dan
terbuka bagi Penyandang Disabilitas; dan

c. menyediakan sarana dan prasarana se§uai
dengan kebutuhan pelaksanaan pelatihan
keterampilan.

) i vat (1)
] aimana dunaksud.pada ayat
. zjellaaktlsha?‘lnalizzag secara berkelanjutan paling
rendah 1 (satu) Kkali dalam 1 (satu) tahun.

- dimaksud pada

: b sebagaimana 2h

(4) Tangg“lmgdijlgzanakan oleh Perangka;ﬁg?ae;an
2\7?1; (rrzenyelenggarakaﬂ urusan perm

ia secara
, atau tenaga kera
- So?liller??m{ perangkat Daeran Yars

: di
terkooigrl?gagsalrakan urusan pemerintahan
menyec

. dan Desa,
bldang’ asyar akat

aan m en ah;
a pemberd y sha Kkecil, dan men g
b. koperash

dan/atad ad

c. perindusu'ian'
29
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. Pasal 27
Dalam rangka peningkatan dan

i ewirausahaan bagi Penyan danléen%embanga
pemerintah Daer ah dapat melak_ukan lsabﬂita;] |

dengan lembaga dan/atau badan e eljasama

melaksanakan : , ahg Unty,
pengembangan keterampilan

" mintaan pasar; g B
b. penyediaan tenaga pelatih;
c. pemasaran hasil produk;
d. kegiatan praktek belajar kerja; dan /atay
e. membuka peluang kerja.
| . Pasal 28
Pe_merintah - Daerah mendorong  upaya

keberlanjutan kerja dan pengembangan karier

bagi Penyandang Disabilitas melalui :

a. memberikan insentif bagi usaha yang
dilakukan oleh Penyandang Disabilitas;

b. memfasilitasi kelompok kerja Penyandans
Disabilitas dalam suatu bidang usaha tertentd;

C. pembekalan kemampuan dan pengetahtd
. yang sesuai dengan perkembangan kebutuh?
. Industri atau permintaan pasar; dan/atal
d. memfasilitasi jejaring lintas Daerah gl}g;
Pengembangan usaha yang” dilakuken °
| pen}’andalng Disabilitas.

. Ketig®”
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Bagian Ketiga

Koperagi

Pasal 29
(1) Perangkat o
Ul‘usa%j pcn?ao:rah yang menyelenggarakan
usahe keci) deal;llntahan di bidang .k;)pf‘raqi‘
e menengah .
memfasilitasi Penyandsng bertanggung jawab

berwirausaha. Disabilitas dalam

(2) Tanggung ngab sebagaimana dimaksud pada
avat (1) meliputi: |
a. memberikan jaminan, Pelindungan, dan
pendampingan kepada Penyandang
Disabilitas untuk  berwirausaha dan
mendirikan badan usaha sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. memberikan bantuan dan akses permodalan
untuk usaha mandiri, badan usaha,
dan/atau koperasi yang diselenggarakan
oleh Penyandang Disabilitas;

dalam pengadaan

unit usaha mandiri

oleh Penyandang

c. memperiuas peluang
parang dan jasa kepada
yang diselenggal akan dengan ketentuan

. ai
Disabilitas 55" :
peraturan Perundang‘undangan

roduk yans
- i e asal'an ; i e 1i-
g, memfasiitss | Ui ysaha ma o e
d;hasﬂ?r ? can oleh Peny dang
selengf &
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.. memberikan  pelatihan

. Kewir.
kepada Penyandang  pjgiusah,
menjalankan unit usaha map dirj tag yang'

(3) Fasilitasi sebagaimana dimaksyq

meliputi : ¢
a. membuat program dan kegiatan ¢

O

. melakukan pendataan, pen

bimbingan teknis, penyuluhan zs;;llsasi,
pelatihan Keterampilan  bagi Penyalfgtau
Disabilitas; rang
dan/atau identifikasi potensi/ sumber daan
Penyandang Disabilitas mulai dari tlnglii
Desa/Kelurahan; :

. membentuk kelompok wirausaha:
. melakukan kerjasama dengan badan usaha

dan/atau Perangkat Daerah lainnya dalam

- rangka pengembangan Kkemitraan dan

jejaring: bagi  pelaksanaan pelatihan,
pendampingan dan/atau pemasaran produk
usaha unit mandiri yang diselenggarakan

‘oleh Penyandang Disabilitas; ‘
. mempersiapkan sistem informasi produk

usaha unit mandiri yang diselenggaraka®
oleh Penyandang Disabilitas .befbasw
teknologi dan system pemasaran online;

memfasilitasi pendaftaran merk prod o
usaha unit mandiri yang diselenggd
oleh Penyandang Disabilitas;

-menjalin - kerjasama dengan perusaba®”

dan/atay

T e
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Bagian Ke |
_ empat
Unit Layanan Disabilitas

e Pasal 30
emerintah '
ol Tons Daerah bertanggung jawab
nit Layanan Disabilitas pada dinas

yang menyelenggarakan urusan '
ye pemerintahan
daerah di bidang ketenagakerjaan.

(2) Unit Layanan  Disabilitas  sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KESEHATAN

Bagian Kesatu
Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Pasal 31

Daerah yang
(1) Perangkat erintahan di

menyelenggarakan
bidang kesehatan

iawab mewujudkan Fasilitas

] amah dan tanpa
- Kesehatan Yang d;n g Disabilitas.

33
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2

ayat
a.

b.

- .menyediakan alat ~ kesehatdl g

Tanggung Jawab Sebagaimana dlm :
(1) meliputi: akSud Pag,
| q

menyediakan jalur khusyg Bies

kursi roda atau penyandang g, Péiggy,.
. & Una pey, M

menyediakan alat bantu atg,

[ rSi
paling rendah 1 (satu) buap di 1 Todg
Kesehatan Masyarakat; I tiap Pugy,

menyediakan  media  informag; tertyt
dan/atau suara agar mengetahy; P 3
antrian di ruang tunggu dap mat:r
pengambilan obat; §

mengembangkan program  kunjunga
rumah  (home visite/care)  kepada
Penyandang Disabilitas secara periodik;

. menjamin ketersediaan, pemerataan,

keterjangkauan obat dan perbekalan
kesehatan dalam penyelenggaraan
pelayanan kesehatan kepada Penyandang
Disabilitas;

menyediakan jenis pelayanan
medis sesuai dengan kebutuhan dan
Disabilitas; dan/atau

rehabilitasi
ragam

bagi

Pemeriksaan dan/atau peldy an%r;rtahap

Penyanda.ng Disabilitas secara keuaﬂga"
Sesuaj dengan kemampuan Syafakat'
Daerah ditiap Pusat Kesehatan pae

(3) Taﬂggup g‘._‘

e
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{3) Tan s
ayatggua? Jagab sebagaimana dimaksud pada
melibatk uruf d secara terkoordinasi
an Perangkat Daerah yang men-

yelenggarakan u ) 3
sosial rusan pemerintahan di bidang

Bagian Kedua
Tenaga Kesehatan

Pasal 32

(1) Pemerintah ~ Daerah bertanggung  jawab
menyediakan tenaga kesehatan yang memiliki
kompetensi dan kewenangan dalam pelayanan
kesehatan bagi Penyandang Disabilitas dari
fasilitas kesehatan tingkat pertama sampai ke
tingkat lanjut. :

(2) Penyediaan tenaga kesehatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) meliputi :

a. perencanaan,
b. pengadaan; dan
c. pengembangan.

Paragraf 1
Perencanaarn
Pasal 33
akan
ah V menyelenggar
(1) P1 ]enr]anaika;err?:r?;tahan di bidang kesghaﬁzﬁ
1 a terkoordinasl dengan perangkat a:eai ol
secaéf nembidangi urusan kepeg
yan

35 dan/ata\.- o/
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dan/atau perencanaan Daera
jawab dalam pe€nyusunan
tenagad kesehatan di Daeragh_

penyusunan rencana sebagaim,
@ pada ayat (1) meliputi tahapan - o
a. inventarisasi;

h |
€rtay
Te
Hcany nglil:Sg,
i

dimakSud

b, penyiapan rencana; dan
C. penetapan rericana.

Pasal 34

(1) [nventarisasi sebagaimana dimaksud dalp
Pasal 33 ayat (2) huruf a dilaksanakan dengn
cara mengumpulkan data dan informss
mengenai peta penyebaran dan kebutuham
tenaga kesehatan.

(2) Pengumpulan data dan informasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan: _
a. terhadap semua unit pelaksana te?a“ns_
Daerah atau Fasilitas Pelayanan Kesehat2®

dan

b. paling lama 1 (satu) tahun sekall.

a

. imaks”
(1) Penyiapan rencana sebagaim@® 1l sand®
__ dalam Pasal 33 ayat (2) huruf D ¢ ven andt®
T dengan cara menyusw dokumel‘i ¥

S,
(2) Penyusunan dokumen rencan tﬁxr:si sebf‘gaﬂ
4. berdasarkan data dan ! nfo 4 ayet o

mana dimaksud dalam Pas

36 ﬂ
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b. berpedoman pada perencanaan tenaga
kesehatan.

(3) Dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) paling sedikit memuat :
a. peta penyebaran tenaga kesehatan;

b. kebutuhan tenaga kesehatan;

c. program pengembangan tenaga kesehatan;
dan

d. peluang kerja bagi tenaga kesehatan di
Daerah.

Pasal 36

Dokumen perencanaan sebagaimana dimaksuq
dalam Pasal 35 ayat (3) ditetapkan oleh Bupat
selaku Kepala Daerah.

Paragraf 2
Pengadaan

Pasal 37

(1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang kesehatan
secara terkoordinasi dengan Perangkat Daerah
yang membidangi  urusan kepegawaian.
bertanggung jawab dalam pengadaan formasi
tenaga kesehatan di Daerah.

(2) Pengadaan.

37 -’d

@ipinAai Aengan CanSaanmen



pengadaan formasi tenaga kesehatap 4.
2 harus mengacu pada : an g Dael'ah
4. dokumen perencanaan tep
Daerah; dan

b. analisis jabatan dan analisig beban Ker;
a,

aga keSéhatan

Paragraf 3
Pengembangan

Pasal 38

(1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakay,
urusan pemerintahan di bidang kesehata,
bertanggung jawab dalam pengembangan
tenaga kesehatan di Daerah.

(2) Pengembangan tenaga kesehatan di Daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
a. pendidikan dan pelatihan;

b. seminar keprofesian; dan/atau
C. pengembangan lainnya.

(3) Pemerintah  Daerah dapat menyediakan
beasiswa dalam rangka pengembangan tensg?
kesehatan di Daerah.

(4) Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayatn(i)
diberikan terhadap tenaga kesehatan 1}11n i
Mmembiayai pelaksanaan pendidikan kesei?
kejenjang yang lebih tinggi. P

(5) Ketentuan mengenai syarat dan !a“

Pengembangan tena hatan -
. ga keseha dang
dllaksanakan sesuai peraturan peru?
Undangan i

Bagia? KetiE™
38
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Bagian Ketiga

P :
os Pembinaan Terpadu Disabilitas

Paragraf 1
Pembentukan

Pasal 39

(1) Perangkat Dae_:rah yang menyelenggarakan
Erusan pemenptahan di bidang kesehatan
erta:nggung jawab dalam pembentukan
Posbindu Disabilitas.

(2) Posbindu dibentuk dengan mempertimbangkan
jumlah atau angka Penyandang Disabilitas di
suatu wilayah di dalam Daerah.

(3) Posbindu Disabilitas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) di bentuk untuk melaksanakan
upaya promotif, preventif, kuratif dan

rehabilitative dalam rangka mewujudkan akses
pelayanan kesehatan yang komprehensif pada

Penyandang Disabilitas.

(4) Posbindu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat terintegrasi ke dalam Pos Pelayanan

Terpadu di Daerah.

(5) Posbindu sebagaiman
dibentuk dan ditetap

a dimaksud pada ayat (1)
kan dengan Keputusan

Bupati.
Pasal 40
; oy et . dengan cara
bindu Disabilitas dibentuk | .
- ZO;elrrllgumpulan data dan informast
. Penyandang Disabilitas;

39 b. sosialisasi/.y
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b. sosialisasl mengeqai masalap,
strategl pengeqdal1a11, tujuan ’ dampak
manfaat  Posbindu  kepadq Kan Jaty,
potensial berdasarkan sebaran y Clomp,,
infm'masi Pen.yandang Disabilitas; ata day,

identifikasi Kelompok Potensig
bersedia menyelenggarakan
Disabilitas; dan

4. koordinasi dan penggalangan Kesepakat,
dengan Kelompok Potensial untuk : n
1. menyelenggarakan Posbindu Disabilitas;

2. menetapkan kader dan pembagian peray
fungsinya sebagai tenaga pelaksans

POSbind(;

Posbindu Disabilitas;

3. menetapkan jadwal pelaksanaan Posbindu
Disabilitas;

4. merencanakan besaran dan sumber
pembiayaan,

5. melengkapi sarana dan prasarana,

6. menetapkan tipe Posbindu Disabihta§
sesuai kesepakatan dan kebutuhe
dan / atau tard

7. menetapkan mekanisme kerja a?ugas
Kelompok Potensial dengan P¢
kesehatan pembinanya. ¢ (U

(2) Data sebagaimana dimaksud pada a):iitaa"
huruf a haryg terintegrasi dengar pet
sebagaimana dimaksud dalam Pasal B

arasf"f o

. o
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Paragraf 2
Struktur

Pasal 41

(1) Struktur organisasi Posbindu Disabilitas paling
sedikit terdiri dari :

a. pembimbing;
b. ketua,
c. wakil ketua; dan

d. seksi atau sebutan lainnya.

(2) Tugas dan tanggungjawab masing-masing
struktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan dalam Keputusan Bupati
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39
ayat (5)-

Paragraf 3
Tugas

Pasal 42

(1) Posbindu Disabilitas bertugas :
a. penyusunan rencana kerja tahunan; §
b. koordinasi, konsultasi dan /atau rujukan ke

Puskesmas;

konseling enyuluhan, penmgkgtag
© Kot amp;l edukasi, dan motivasl

fetlr?;dap Penyandang Disabilitas dan /atau

er

Masyarakat;

d pemenksaan kesehatan;

a1 e. pencatat?%
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e. pencatatan bagi Penyandan
paling kurang memuat

1. nama,;

2. umur;
3. jenis kelamin; dan
4. jenis Disabilitas.

f. pemantauan dan evaluasi terhadap g, .
kesehatan dan/atau faktor resiko 1d18¥
Penyandang Disabilitas; ag

g. kunjungan ke rumah bagi Pep cid
Disabilitas; dan/atau yandang

h. pelaporan secara periodik  kepada
Pemerintah Daerah melalui Puskesmas,
(2) Pemeriksaan kesehatan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan
oleh kader Posbindu Disabilitas secara
terkoordinasi dengan Puskesmas.

Paragraf 4
Pembinaan

Pasal 43

(1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakaﬂ

Urusan pemerintahan di bidang kesehatal

ber.tanggung jawab terhadap pembinaan secar
periodik kepada Posbindu Disabilitas.

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) meliput; . it
ers

4. melaksanakan kepgi at
. glatan rap n
Paling kurang 1 (satu) kali dalam seta™
42 dalam.--
7
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d:}i{n rangka monitoring dan evaluasi
pelaksanaail prograii dan kegiatan Posbindu
Disabilitas;

b. memberikan  bimbingan  teknis atau

pelatihan dalam rangka pelaksanaan tugas;

: n.le.mberikan materi kesehatan terkait faktor
risiko, dampak dan pengendalian masalah
kesehatan bagi Penyandang Disabilitas;

d. memberikan keterampilan dalam melakukan
konseling serta tindak lanjut lainnya; dan

e. memastikan ketersediaan  sarana dan

prasarana untuk pelaksanaan kegiatan
Posbindu Disabilitas.

BAB VIII
POLITIK

Pasal 44

(1) Pemerintah Daerah bertanggung jawgb dgl‘am
menjamin nak politik Penyandang Disabilitas

sebagaimana diatur di dalam ketentuan

peraturan perundang—undangan. | _‘ )
(2) Tangguns jawab sebagaimana dimaksud pada

iputl :
e (1);1?;:5 dan/atau pelatiban tentang ha ¢

e isabili khususnya
dan Disabilitas
gzﬁ%in kegada Masyarakat dan petugas
Pemilihan Umur,

43

b. peningkjf«a}--
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b. peningkatan Partisipasi
Disabilitas dalam menggunagay, gnyanda
dan memilih di d alam

Umum,pemilihan  kepalg

pemilihan kepala desa;

. “Ng
b ipiljy
emllihan
daerap dan

c. melaksanakan simulasi Pemilihan U
untuk Penyandang Disabilitas; dap /atazlum

d. memperhatikan dan menyediakap,
kelengkapan yang ramah disabiljt
saat pelaksanaan  Pemilihan
meliputi :

1. kursi roda;

jalur khusus tuna netra;

pendamping; |

petunjuk arah;

layanan penjemputan dari rumah ke

Tempat Pemungutan  Suara dan

sebaliknya;

6. kertas surat suara dan kotak suara
menggunakan huruf braille; dan/atau

7. bilik khusus bagi Penyandang
Disabilitas.

3) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud a2t
. (2) dilaksanakan oleh Perangkat daerah yang

enyelenggarakan urusan pemerintahan di
tﬂdarugz

bel'bagaj

as pada
Umun

nh ko

2 Pemberdayaan masyarakat dan desa;
| b, komunikag; dan informatika;
© kesatuan bangsa dan politik; dan/atau

44 d. sasial- .
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d. sosial.

(4) Eci:lakliana tanggung jawab sebagaimana
maksud pada ayat (3) harus dilakukan
secara terkoordinasi dengan lembaga Yyang

menyelenggarakan urusan di bidang Pemiliban
Umum di Daerah.

BAB IX
KEAGAMAAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 45

(1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam

menjamin hak memeluk agama dan
melaksanakan jbadah  bagi Penyandang
Disabilitas. |

(2) Tanggung jawab sebagaimana dim.aksud pada
ayat (1) dilaksanakan dengatl cara N
a. fasilitasi bimbingan rohani  t€r p

Penyandang Disabilitas;

b. mendorong dan 1/1 it;k enyediakan sarana

glar: a?r:s):f aha yang mudah diakses oleh
Penyandang Disabilitas; .
i Kkitab  suc |
C menyed1aal;an e i;aé{:sz
%eagirsrﬁkan kebutuhan Peny
er

a5 d. mengupayay '
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d. mengupayakan ketersediaan,
bahasa isyarat dalam kegiatap, Pefiinzlj
d at

(3) Tanggung jawab sebagaimana djp, )
ayat (2) dilaksanakan oleh perangkatud Pa,
yang menyelenggarakan urusan pemeﬁdaer
di bidang : Ntahy,
a. pendidikan; dan/atau

b. sosial.

(4) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pgg,
ayat (3) dilaksanakan secara terkoordinag;

dengan tokoh agama dan/atau instansi vertiks
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan
di bidang agama.

Bagian Kedua

Fasilitasi Bimbingan Rohani Terhadap
Penyandang Disabilitas

Pasal 46

Fasilitasi bimbingan rohani terhadap Penyanda;‘g
Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pas
ayat (2) huruf a dilaksanakan dengan cara: card
a, melakukan kunjungan rOhani di l_um.ah S€ ang
periodik kepada Penyandang Disabilitas ¥
memiliki keterbatasan gerak; dan/atau

. rap@
b. Il?enydenggarakan kegiatan .hal;mas-
€agamaan bersama Penyandang Disab?
46 Bagi Ketf”
-7 .

@ipinAai Aengan CanSaanmen



Bagian Ketiga
Sarana Dan Prasarana Rumah Ibadah Yang

Mudah Diakses Oleh Penyandang
Disabilitas

Pasal 47

Upaya mendorong dan/atau membantu pengelola
rumah ibadah untuk menyediakan sarana dan
prasarana yang mudah diakses oleh Penyandang
Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45
ayat (2) huruf b meliputi:

a. pengendalian terhadap  ijin mendirikan
bangunan yang ramah terhadap Penyandang

b. penyediaan anggaran atau bantuan teknis bagl
pembangunan rumah ibadah yang memiliki
aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas;
dan/atau

c. peningkatan pemahamar terhadap para tokoh
agama mengenai pentingnya aksesibilitas bag
Penyandang Disabilitas. -

Bagian Keempat

iakan Kitab Suci Dan Lektur Keagamaan
Lain Yang Mudah Diakses Berda§?.rkan
Kebutuhan Penyandang Disabilitas

pasal 48

jakan kitab suci dan lektur
in yang mudah diakses perdasarkan

kebutuhan pPenyandang Disabilitas sebagaimana

a7 ,
dimak&ﬁ/
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dimaksud dalam Pasal 45 ayat (g Huruf
dilaksanakan  sesual  dengan kem - apy
ieuangan Daerah, “Mpyg,

Bagian Kelimag

Ketersediaan Penerjemah Bahagg Isy
Kegiatan Peribadatan

Pasal 49

Upaya penyediaan penerjemah bahasg sy
dalam  kegiatan  peribadatan sebagaiman,
dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf d dapg
dilaksanakan dengan cara pelatihan bahag,
isyarat bagi Masyarakat dan/atau organisas;
keagamaan.

darat Da]am

- BABX
KEOLAHRAGAAN

Pasal 50

(1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam
‘mengembangkan sistem keolahragaan untuk
Penyandang Disabilitas sebagaimana diatuf
dalam  ketentuan peraturan perundang’
undangan. |

(2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilaksanakan dengan cara : agé

4. pembinaan dan pengembangan olah
Pendidikan;

b. penyelenggaraan kejuaraan olahra

Daerah;
48 i, pW..
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Ci

. pembinaan dan
. . J(-tl‘l l l I R P
prestasi tingkat Daéralf Fuibangan. SERESES

. pembi
glah Inaan dan pengembangan organisasi
raga tingkat Daerah; dan |

e. pembinaan dan lahre
elereasi. pengembangan olehraga
(3) Tanggung :iaWab sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat daerah
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan
di bidang Kepemudaan Dan Olahraga.

(4) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) dilaksanakan secara terkoordinasi
dengan organisasi keolahragaan, Pemerintah

dan/atau Pemerintah Provinsi.

Pasal 51

Pemerintah Daerah bertanggung jawab
menyediakan beasiswa Kkhusus bagi | siswa
Penyandang Disabilitas yang berprestast dibidang
keolahragaan pada pendidikan tingkat dasar
sesuai dengan rewenangan dan kemampuan

keuangan Daerah.

BAB XI...
49
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BAB XI
KEBUDAYAAN DAN PARIWisy 1,

Bagian Kesaty
Umum

Pasal 52

(1) Pemerintalhh Daerah bertanggung jawab ¢
menjamin  Aksesibilitas  bagi Penyandap
Disabilitas untuk mendapatkan layanaﬁ
kebudayaan dan pariwisata sebagaimap,
diatur dalam ketentuan peraturan perundang-
undangan.

(2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) meliputi :

a. penyediaan informasi pariwisata;

alam

b. penyediaan pemandu wisata;

c. pemberian insentif kepada pelaku usaha
pariwisata; _

d. pengembangan potensi dan kemampuan seit
budaya; o

€. pengakuan dan dukungan atas identitas
budaya dan linguistik; dan

f. perlindungan hak kekayaan intelektual

. da
(3) Tanggung Jawab sebagaimana dlmaksuda o
ayat (2) dilaksanakan secara terencaal;npuan
berkelanjutan sesuai dengan Kem

keuangan Daerah.

on Ked¥?”

50 Bagi W
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Bagian Kedua
Penyediaan Informasi Pariwisata

Pasal 53

(1) Perangkat Daf.:rah yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang pariwisata
bertanggung  jawab dalam  penyediaan

informasi  pariwisata  bagi Penyandang
Disabilitas.

- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dilaksanakan dengan cara:

a. penyediaan alat audio, visual dan/atau taktil
di tempat wisata; dan/atau

b. penyediaan buku panduan dan peta huruf
braille.

Bagian Ketiga
Penyediaan Pemandu Wisata

Pasal 54

akan
t Daerah Yyang rr.lenyelengggr. .
= if‘f;na%lka pemerintahan di bidang pan“gjsa:i
' edia
n jawab dalam  penye
gfe:rrrtf:;l%glrw%sata bagi Penyandang Disabilitas.
(2) Tanggung jawab sebagaimana ;?&sud pada
ayat (1) dilaksanakan dengan ¢ ai actuionte
a. mendorong pengembangan us _

. oes B
khususnya di pbidang Jasad pramuwisata
Daerah; dan/atau

b. memfasilitasi. -

V.

51
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b. memfasilitasi pelatihan:f Catay i N
teknis bagli pemandu wisatg dal lmbingan,
peningkatan kompetensi khususim Tangg,
pemberian  layanan bagi Peya dalap,
Disabilitas. nyandang

Bagian Keempat
Pemberian Insentif

Pasal 55

(1) Pemerintah ~ Daerah  bertanggung jawap
memberikan insentif kepada pelaku usahs
yang menyelenggarakan jasa perjalanan wisata
yang mudah diakses oleh Penyandang
Disabilitas.

(2) Ketentuan mengenai bentuk dan tata cara
pemberian insentif sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilaksanakan sesuai peraturan
perundang-undangan.

Bagian Kelima
Pengembangan Potensi dan Kemampuan

Seni Budaya

Pasal 56 fan
(1) Perangkat Daerah yang -menyelengs
urusan pemerintahan di bidang kebudaya:nn
bertanggung  jawab dalam Pengembanggi
potensi dan kemampuan seni budaya ba
Penyandang Disabilitas.

52 (2) Tangguné:~

7
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(2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilaksanakan dengan cara :

a. mfemfg§ilitasi dan menyertakan Penyandang
Disabilitas dalam kegiatan seni budaya;

b. mengembangkan kegiatan seni budaya
khusus Penyandang Disabilitas; dan/atau

c. memberikan penghargaan kepada seniman

Penyandang Disabilitas atas karya seni
terbaik.

Bagian Keenam

Pengakuan Dan Dukungan Atas Identitas Budaya
Dan Linguistik

Pasal 57

lenggarakan

(1) Perangkat Daerah yang menye ra
urusan pemerintahan di bidang pendidikan
bertanggung jawab dalam pengakuan .da.n
dukungan atas identitas budaya dan linguistik

bagi Penyandang Disabilitas.

(3) Upay?a
keanekaragaman

dapat bi;un};i 51 di identifikasi .identitas.
a. inven

pudaya dan
Daerah; dan/ata

63 b. pencatatan. ‘
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p. pencatatan, pendokumentasian
pukuan identitas budaya dap liner
Daerah. Bllistik 4

Bagian Ketujuh
perlindungan Hak Kekayaan Intelektygq)

Pasal 58

(1) Perangkat Daerah yang menyelenggamk‘,ﬂn
urusan pemerintahan di bidang perindustrian
bertanggung jawab dalam perlindungan hak
kekayaan intelektual  bagi Penyandang
Disabilitas.

(2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilaksanakan dengan cara:

a. meningkatkan pengetahuan  terhadap

kekayaan intelektual melalui sosialisasi
dan/atau penyebaran informasi;

b. memfasilitasi pendaftaran kekayaan
intelektual sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan, dan/atau

c. melakukan penegakan terhadap pelanggara®
kekayaan intelektual di Daerah sesud

dengan ketentuan peraturan perundaré’
undangan.

. R yada
(3)<Tanggung jawab sebagaimana d“n?““’u:niﬁan
ayat (2) huruf b dan huruf ¢ dﬂal‘-:svertilfcal
secara terkoordinasi dengan instanst tahan

yang menyelenggarakan urusan peme

di bidang hukum.

@ipinAai Aengan CanSaanmen
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BAB XII
KESEJAHTERAAN SOSIAL

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 59

(1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam
melakukan dan menjamin  Aksesibilitas
penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi
Penyandang Disabilitas sebagaimana diatur
dalam ketentuan peraturan perundang-
undangan.

(2) Penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagai-
mana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

a. rehabilitasi sosial;

b. jaminan sosial;
c. pemberdayaan sosial; dan

d. perlindungan sosial.

' i i d pada

(3) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud p
ayat (1) dilaksanakan oleh -Perangkat .Daerah
cnyelenggarakan urusan pemerintahan

Pasal 60

(1) Rehabilitasi Sosial sebag

am Pasal 59 ayat (_2)
da’ 1itasi Sosial Dasar di lu

aimana dimaksud
huruf a yakni
ar Panti Sosial.

= (2) Rehabilitasi...
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(2) Rehabilitas! Sosial Dasar di luar Pantj goq
sebagaimgna dlIIl'akSUd'pada ayat (1) mel; OSI.a]
4. motivasi dan diagnosis psikososial; puti :

b. perawatan dan pengasuhan; |

<. bimbingan mental spiritual,

d. bimbingan fisik;

e. bimbingan sosial dan konseling psikososial;

f. pelayanan aksesibilitas; |

g. bantuan dan asistensisosial; dan

h. rujukan.

Pasal 61

(1) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 59 ayat (2) huruf b dilaksanakan untuk
menjamin Penyandang Disabilitas  yang
mengalami masalah ketidakmampuarn sosial
dan ekonomi agar kebutuhan dasarnya
terpenuhi.

(2) Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) meliputi :
4. asuransi Kesejahteraan Sosial,
b. bantuan langsung berkelanjutan; dan
c. bantuan khusus.

-

Pasal 62

(1) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 59 ayat (2) huruf c dilaksanakan
untuk memberdayakan Penyandang Disabilitas

56
agm. .

X
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en
mandin uhi kebutuhannya secara

(2) Pemberdayaan Sosial sebagai
agaiin dim:
padg ayat (1) dalam bentuk;g ana dimaksud
a. diagnosis dan pemberian motivasi;

. pelatihan dan pendampingan;
. pemberian stimulan;
. peningkatan akses pemasaran hasil usaha;

. penguatan kelembagaan dan kemitraan; dan
bimbingan lanjut.

o T

- 0

Pasal 63

(1) Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 59 ayat (2) huruf d dilaksanakan
untuk mencegah dan menangani risiko dari
guncangan dan kerentanan sosial Penyandang
Disabilitas, keluarga Penyandang Disabilitas,
kelompok Penyandang Disabilitas, dan/atau
komunitas Penyandang Disabilitas ~ agar
kelangsungan hidupnya dapa't dipenuhi sesuai
dengan kebutuhan dasar minimal.

(2) Perlindungan a
pada ayat (1) dilaksanakan melalut :

a. bantuan sosial;
b. advokasi gosial; d
c. bantuan hukum.

an/atau

pasal 64

R
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Pasal 64

Dalam  rangkd mentliukung dan  mewujudi,
1aksanaan penye» enggaraan

kesej
: imana di Jaht
Is)osial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5;:2

(2), perangkat Daerah yang menyelenggarakan

qrusan pemerintahan ~di bidang

bertanggung jawab melak\.lkan .

o, fasilitasi pembentukan Pusat Kesejahteraan
Sosial; dan Lk

p. penyediaan sumber daya manusia.

sosial

Bagian Kedua

Fasilitasi Pembentukan Pusat Kesejahteraan
Sosial

Pasal 65

Fasilitasi pembentukan pusat kesejahteradnl sosial
schagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf 2
dilaksanakan dengan cara . - da
a. penjajakan dan penyamaan preseps! EBES
| ﬁap Kepala Desa atau Lurah;
b. 'lgoordmasi dan kerjasama denfka:n P
aerah nggar
Dacrah yeng  menyECRER pemberdsl™”
Masyarakat dan Desa;

sosialisasi pembentukan pusat kesfau Lus e
sosial  keépada tiap Kepala Des? a
serta aparatur kecamatarn, dan

@ipinAai Aengan CanSaanmen



d. bimbingan terhadap pemerintahan desa
/kelurahan terhadap:

1. ;nventarisasi dan identifikasi potensi sumber
aya desa/kelurahan yang mendukung

Pelnt?elltukan dan keberadaan  pusat
kesejahteraan sosial; dan/atau

2. membentuk struktur kelembagaan melalui
Keputusan Kepala Desa/Lurah.

Pasal 66

Ketentuan tentang tata Kkelola dan prosedur
layanan pusat kesejahteraan sosial dilaksanakan
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Penyediaan Sumber Daya Manusia
Kesejahteraan Sosial

Pasal 67

(1) Penyediaan sumber daya manusia sebagai-
mana dimaksud dalam Pasal 64 huruf b untuk

menyediakan sumber daya n}anusfia
kesc}rahteraan sosial dalam rf,h:ablhtam sosial

(2)Sumber daya ma.m'lsia .
pada ayat (1) terdiri atas:

v s Ta, ‘pekerja sosial; |
b. tenaga kesejahteraan sosial; dan

c. relawan sosial.

59 (3) Penyediaan...
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| ediaan sebagaimana dimaksud
X Plengilakukan dengan cara . bada ayy

Pasal 68

(1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan
arusan pemerintahan di bidang sosial secara
terkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang
membidang urusan kepegawaian dan/atau
perencanaan Daerah bertanggung jawab dalam
penyusunan rencana. formasi sumber daya
manusia kesejahteraan sosial di Daerah.

(2) Penyusunan rencana sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) meliputi tahapan :

a. inventarisasi, |
b. penyiapan rencana; dan
c. penetapan rencarna.

(3) Inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) huruf a dilaksanakan dengat cat :;
mengumpulkan data dan informasl meng;:a
peta penyebaran dan kebutuhan sumber day
manusia kesejahteraan sosial.

Vo imana

(4) Pengumpulan data dan informas! f’ebagalm
dimaksud pada ayat (3) dilakukef-~ ang e
a. terhadap perangkat daerah ¥ tahan di
yelenggarakan urusan P‘?min:;an sosial
bidang sosial, pusat kescjﬂli‘ gitctapkan di

dan Lembaga sosial yang tela

60 ﬂ/
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tiap De S
dan a/Kelurahan dan/atau Kecamatan:

b. paling lama 1 (satu) tahun sekali.

(5) Pegylapan rencana sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf b dilaksanakan dengan
cara menyusun dokumen perencanaan.

(6) Penyusunan dokumen rencana  harus
bf:rdasarkan data dan informasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (3).

(7) Dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud
pada ayat (5) disusun dan ditetapkan sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 69

(1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang sosial secara
terkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang
membidang urusan kepegawaian bertanggung
jawab dalam pengadaan formasi sumber daya
manusia kesejahteraan sosial di Daerah.

(2) Pengadaan formasi sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) harus mengacu pada : .
a, dokumen perencanaan sebagaimana

dimaksud dalam pasal 68 ayat (5); dan
b. analisis jabatan dan analisis beban kerja.

Pasal 70...
c4 //
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Pasal "740

peranglkat Daer.ah yang menyelen |
(1) arusan pemerintahan —di  bidan ggga;ikgn
hertanggung jawab dalam mendorong 8ia]

emfasilitasi sertifikasi sumber daya mamclla'n
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 5yat?3a
huruf ¢ di Daerah. )

(2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) meliputi :
a. pendidikan dan pelatihan bagi sumber daya
manusia kesejahteraan sosial;

b. kordinasi dengan lembaga terkait dalam
rangka proses sertifikasi; dan/atau

c. pendanaan terhadap penyelenggaraan
kegiatan sertifikasi di Daerah.

(3) Sertifikasi di Daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilaksanakan oleh Lembaga yang
berwenang sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.

BAB XIII
INFRASTRUKTUR

Bagian Kesatu
Umum

¥ o &

Pasal 71 . wab
(1) Pemerintah ~ Daerah bf:r'taﬂgg;:;;_%l dijakses
menjamin infrastruktur yang ™o u ‘

oleh Penyandang Disabilitas. af.i
' g 2) lnfrastf“kwr'
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(2) Infrastruktur

, yang mudah diak leh
Penyandang Disabilj et divaalears
ng itas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) meliputi : ’
a. bangunan gedung;
b. jalan;

c. permukiman; dan

d. pertamanan dan permakaman.

Pasal 72

Dalam rangka mendukung dan mewujudkan
infrastruktur yang mudah  diakses oleh
Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 71, Pemerintah Daerah bertanggung
jawab dalam :

a. pengawasan pembangunan dan/atau
perawatan gedung negara di Daerah;

b. pengendalian izin bangunan; dan

c. pengalokasian anggaran.

' Pasal 73 |

(1) Setiap Perangkat daerah bertanggung jawal?
dalam  mewujudkan aksesibilitas ~ bagi
penyandang disabilitas di dalam rencana kerja
dan anggaran pembangunan dan/atau
perawatan gedung negara di Daerah.

(2) Penyusunan rencana kerja dan anggaran

sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan

perundang-undangan.

63 Bagian Kedua...
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Bagian Kedﬁa
pengawasarl Pembangunan Dan/Atay per

Gedung Negara Di Daerah “Watan

Pasal 74

(1) perangkat Daerah yang menyelenggarakay
yrusan pemerintahan di bidang perencanaan

daerah bertanggung jawab dalam pengawasan

pembangunan dan perawatan Gedung Negara

di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal
72 huruf a. '

(2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilaksanakan secara terkoordinasi
dengan Perangkat Daerah yang men-
yelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
pekerjaan umum dan penataan ruang.

(3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) bertujuan untuk mewujudkan bangunan
yang memiliki aksesibilitas bagi penyandang
disabilitas.

(4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilaksanakan sejak penyusunan rencand
kebutuhan dan/atau rencana pendanaan

pembangunan dan/atau perawatan gedung
negara di Daerah.

(5) Ketentuan mengenai pengawasan sebagaimena
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan Sesu&l
ketentuan peraturan perundang-undangat:

S Bagian Ketige-
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Bagian Ketiga
Pengendalian Izin Bangunan

Pasal 75

(1) Setiap orang yang mendirikan bangunan
gedung fungsi publik harus memiliki

akesebilitas bagi Penyandang Disabilitas di
Daerah.

(2) Untuk menjamin terwujudnya gedung fungsi
publik yang memiliki akesebilitas maka
Perangkat Daerah yang membidangi urusan
perizinan bertanggung jawab mencantumkan
aksesibilitas bangunan dan/atau rekomendasi
ruang bagi penyandang disabilitas sebagai
salah satu syarat perizinan

Bagian Keempat
Jalan

Pasal 76

(1) Perangkat Daerah yang merr'}bidangi urusan
pemerintahan di bidang Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang bertanggung Ja:iwab

i ili ' i Penyandang
menvediakan fasilitas Jalgn bagi
Disa)l’)ilitas sebagaimariia dltrin.aksud dalam Pasal
e (1 ayat (2) hurufb me put :
"7 4. fasilitas untuk pejalan kaki; dan

b. penyeberangan pejalan kaki.

(2) Persyaratan. .

R/
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(2) Persyaratan ketersediaan fasilitay -

sebagaimana d1mak§ud Sads o jalan

dilaksanakan sesuai dengan kpt({ )
pcraturan perundang-undangan tentyan

Bagian Kelima
Permukiman

Pasal 77

(1) perangkat Daer.ah' yang membidangi urusan
pemerintahan di bidang perumahan rakyat dan
Kawasan permukiman bertanggung jawab:

4. memfasilitasi permukiman yang mudah
diakses oleh Penyandang Disabilitas; dan

b. mengawasl dan memastikan permukiman
yang dibangun oleh pengembang memiliki
Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas.

(2) Pengembang sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b termasuk pihak swasta dan Badan
Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik
Daerah.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pel’mulﬂénai’;
yang mudah diakses oleh Peny? 8
Disabilitas diatur dalam Peraturan Bupat:

-
o

.an K
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Pert Bagian Keenam
ertamanan dan Permakaman

Pasal 78
(1) Pemerm.tah Dacrah  bertanggung  jawab
menyediakan  fasilitas umum lingkungaﬂ

pertaman.an dan permakaman umum yang
mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas.

(2) Pertamanan dan permakaman yang mudah

dialfses sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi:

- a. akses atau jalur jalan penyandang disabilitas

dalam  lingkungan  pertamanan  dan
pemakaman umum,;

b. tempat naik dan turun kendaraan bagi
Penyadang Disabilitas;

c. tempat parker khusus kendaran roda empat
dan kendaraan roda dua bagi Penyandang
Disabilitas; dan :

d. toilet khusus.

Bagian Ketujuh
Pengalokasian Anggaran

Pasal 79

(1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam
pengalokasian anggaran bagi tiap Pere.m.g.kat
Daerah  guna mewujudkan al§§es1b1htas
infrastruktur bagi Penyandang Disabilitas.

(2) Kebijakan...
R/
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2) Kebijakan pengalokasian apne.. 8
( mana dimaksud pada ayat (1] gﬁ:ﬁiajebagai_

a. secara. bertahap;
b. berdasarkan skala prioritas; qay,
c. sesuai kemampuan keuangan Dagtaty

(3) Skala prioritas sebagaimang dimaks
ayat (2) huruf b berdasarkan kebutuhan daist

kriteria ~ bangunan  yang melaksanak
pemenuhan hak dasar Penyandang Dis:atbilita:t.1

ud pada

BAB XIV
PELAYANAN PUBLIK

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 80

(1) Pemerintah  Daerah  bertanggung jawab
menyediakan Pelayanan Publik yang mudah
diakses .oleh Penyandang Disabilitas sesual
dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. ‘ '

(2) Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) termasuk pelayanan jasa transportasl
publik, ‘

. . s o 3
o -
PR

pasal 81...
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Pasal 81

Dalam rangka mendukun ,

_ g dan mewujudkan
penyediaan Pelayanan Publik yang mudah gliakses
Ol‘eh Penyandang  Disabilitas sebagaimana
dimaksud daflam Pasal 80, Pemerintah Daerah
pertanggung jawab melakukan :

a. sosialisasi dan penyebarluasan informasi;

b. penyediaan layanan prioritas dan ramah
disabilitas; dan/atau

c. penyusunan standar pelayanan dan standar
operasional prosedur. .

Bagian Kedua
Sosialisasi Dan Penyebarluasan Informasi

Pasal 82

(1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakgn
urusan pemerintahan di bidang §os1a1
bertanggung jawab terhadap Sosialisasl dan
penyebarluasan informasi sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 81 huruf a.

(2) Sosialisasi dan penyebarluasan inforias.i

sebagaimana dimaksud ayat (1) dalam rangka :

a. menumbuhkan kesa}darffl{l terhadap
pelayanan yang ramah disabilitas;

ahuan terhadap

b. meningkatkan penget _
peratn.t%la{i perundang—undangan terkait hak

penyandang disabilitas; dan /atau

c. mendorong...

4
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c. mendorong terciptemya pelayanan inovaidl
atau prioritas bagi penyandang disabilitas d1
tiap unit kerja masing-masing, i
(3) Sosialisasi dan penyebarluasan  informag;
sebagaimana dimaksud pada ayat 0
dilakukan kepada setiap aparatur Pemerintah .
Daerah dan/atau Badan Hukum.

Pasal 83

(1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan
arusan pemerintahan di bidang sosial dapat
berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang komunikasi dan informatika dalam
rangka sosialisasi dan  penyebarluasan
informasi.

(2) Sosialisasi dan penyebarluasan informasi
dilaksanakan paling rendah 1 (satu) kali dalam
setahun.

(3) Sosialisasi dan penyebarluasan informasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dfapat.
melibatkan masyarakat atau orgamsasi
kemasyarakatan  yang peduli terhadap
penyandang disabilitas

Baw
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Bagian Ketiga

Layaqan Prioritas Dan Ramah
Disabilitag

Penyediaan

Pasal 84

(1) Penyediaan layanan prioritas dan ramah

disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal
81 huruf b dilaksanakan oleh :

a. Perangkat Daerah;
b. badan usaha milik Daerah; dan

c. Badan hukum dan/atau badan usaha yang
menyelenggarakan pelayanan publik.

(2) Layanan prioritas dan ramah disabilitas
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara
lain: |
a. bebas antrian umum,;

b. menggunakan peralatan visual dan/atau
audio visual pada informasi layanan

dan/atau antrian;

c. informasi teknologi berbas-is ap!ikasi digital
khusus bagi Penyandang Disabilitas;

d. penyediaan loket khusus; dan/atau
e. menyediakan pendamping.

Pasal 85

; kepada
. kan penghargaan
4 Supat c;)?lg:lime;nat;le; befr)kontribum dalam
para

jori amah
melaksanakan layanar prioritas dan T
disabilitas.

2 (2) Penghargaas
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(2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) berupa insentif dan/atau promosi.

(3) Ketentuan mengenai penghargaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di-
laksanakan sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Bagian Keempat
Penyusunan Standar Pelayanan Dan
Standar Operasional Prosedur

Pasal 86

(1) Setiap Perangkat Daerah bertanggung jawab
menyusun Standar Pelayanan dan Standar

Operasional Prosedur layanan bagi penyandang
disabilitas.

(2) Penyusunan Standar Pelayanan dan Standar
Operasional Prosedur layanan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) untuk menjamin
kepastian pelayanan dan peningkatan kualitas
penyelenggaraan pelayanan.

(3) Standar Pelayanan dan Standar Operasional
Prosedur layanan harus disosialisasikan
dan/atau disebarluaskan kepada Masyarakat.

Pasal 87

(1) Setiap Perangkat Daerah bertanggung jawab
mempublikasikan Standar Pelayanan dan
Standar Operasional Prosedur layanan di

-

n Setiap...
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setiap unit layanan m .
: , elalui medi » :
untuk diketahui oleh pengguna I:yZ?]:JE mudan

(2) rl\flziii;aut?(fbagalmana dimaksud pada ayat (1)
a. banner;
b. poster;,
c. brosur; dan/atau
d. papan informasi.

Pasal 88

Tata cara penyusunan Standar Pelayanan dan
Standar Operasional Prosedur sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 86 dilaksanakan sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV
PELINDUNGAN DARI BENCANA

Pasal 89
erah  bertanggung jawab

mengambil langkah yang diperlukan Eﬁ].t:lk
menjamin penanganarn Penyandang Disa ast
pada tahap prabencana, saat tanggap darurd

asca bencana.
den P sebagaimana dimaksud pada
erangkat Daerah di

bencana Daerah.

(1) Pemerintah Da

ayat (1)

(3) Penanganar.-
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_(3) Penanganan Penyandang Disabilitg |

mana dimaksud pada ayat (Si) Sell)lagal_
memperhatikan Akomodasi yang Layak agus
Aksesibilitas untuk Penyandang Disabilitag an

(4) Penyandang Disabilitas dapat berpartisipas,
dalam penanggulangan bencana.

Pasal 90

(1) Dalam rangka mewujudkan dan menjamin
penanganan Penyandang Disabilitas pada
tahap prabencana, saat tanggap darurat dan
pasca bencana sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 89, Pemerintah Daerah bertanggung
jawab melakukan :

a. penyusunan program dan kegiatan mitigasi
bencana bagi Penyandang Disabilitas;

b. pelibatan dan pertisipasi Penyandang
Disabilitas dalam kegiatan pengurangan
resiko bencana; dan/atau

c penyediaan fasilitas dan layanan aksesibel di
tempat pengungsian.

(2) Masyarakat dan organisasi kemasyarakatan
dapat berperan aktif dalam mendukung
tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada
ayat (1).

74
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| BAB Xvi
HABILITASI DAN REHABILITASI

Bagian Kcsatu
Umum

Pasal 91
(1) Pemerintah  Daerah  bertanggung jawab
menyediakan atau memfasilitasi layanan

habilitasi dan rehabilitasi
' la untuk
Disabilitas. et

(2) Hgbﬂi.tgsi dan rehabilitasi untuk Penyandang
Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) bertujuan :

a. mencapai, mempertahankan dan men-
gembangkan kemandirian, kemampuan fisik,
mental, sosial dan keterampilan Penyandang
Disabilitas secara maksimal; dan

b. memberi kesempatan untuk berpartisipasi
dan berinklusi di seluruh aspek kehidupan.

Pasal 92

Pemerintah Daerah sesuail: dengan
melaksanakan penanganan

kewenangannya angar
Habilitasi dan rehabilitasi Penyandang Disabilitas
feiam bentts dan rehabilitasi dalam

a. layanan Habilitasi .
keluarga dan Masyarakat; dan .
an Habilitasi dan rehabilitast P&

b. 1 :
o ab Kesejahteraan Sosial.

Lembaga

< Kedua...
15 B agian K/
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Bagian Kedua

Layanan Habilitasi Dan Rehabilitasj Dalam
Keluarga Dan Masyarakat

Pasal 93

(1) Perangkat Dacrah yang menyele nggarakan
arusan pemerintahan di  bidg ng  sosial
bertanggung jawab  dalam mewujudkan,
pelaksanaan layanan Habilitasi dan
Rehabilitasi dalam keluarga dan masyarakat.

(2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) meliputi :

a. memfasilitasi terbentuknya kelompok
masyarakat untuk melakukan layanan
Habilitasi dan rehabilitasi dalam keluarga
dan Masyarakat;

b. pelatihan dan/atau peningkatan kapasitas
bagi layanan Habilitasi dan rehabilitasi
dalam keluarga dan Masyarakat; dan/atau

c. mendorong masyarakat untuk melibatkan
Penyandang  Disabilitas pada Kkegiatan

produktif, rekreatif, edukatif dan/atan
religius.

Pasal 94

(1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang sosial secara
terkoordinasi dengan pemerintahan Desa
/Kelurahan dapat memfasilitasi pembentukan
kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 93 ayat (2) huruf a.

» (2) Kelompok:

R
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(2) Kelompok masyarakat seh

pada ayat (1) dibentuk se
dan kebutuhan masyar

agaimana dimaksud
suai dengan kondisi
akat setempat.

(3) F'asilitasi kelompok Masyarakat seb
dimaksud pada ayat (1) dengan cara :

a. Qendataan jumlah Penyandang Disabilitas di
tiap Desa/Kelurahan:

b. menentukan potensi pembentukan kelom pok
masyarakat berdasarkan pendataan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6:

c. sosialisasi dan membangun komitmen
bersama oleh masyarakat yang memiliki
anggota keluarga Penyandang Disabilitas
untuk berperan aktif dalam melaksanakan
pelayanan habilitasi dan rehabilitasi di
dalam keluarga dan Masyarakat; dan

d. pelatihan layanan habilitasi dan rehabilitasi
bagi kelompok Masyarakat yang sudah
terbentuk.

k Masyarakat
(4) Pembentukan kelompo
berdasarkan Keputusan Kepala Desa/Lurah.

(5) Dalam hal telah terbentuk organ}szz
kemasyarakatan di Desa, maka oggan;sr S
kemasyarakatan tersebut dapat '1‘te?i, ran
dalam melaksanakan pelayanan Habilita

Rehabilitasi.

agaimana

pasal 95.-

R/
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Pasal 95

(1) Pelatihan dan Jatau peningkatan kapasitag
sebagaimana dlmaksud_ dalam Pasal 93 ayat )
puruf b bertujuan u.ntul.{ ; |
a. pemberian motivasi,  pen ggerakan  dan

pembimbingan bagi layanan Habilitasi dan
Rehabilitasi dalam keluarga dan Masyarakat;
dan

b. pemberian pengetahuan terhadap
pendampingan dalam layanan Habilitasi dan
rehabilitasi dalam keluarga dan Masyarakat.

(2) Pelatihan dan Jatau peningkatan kapasitas
sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan bagi masyarakat, kelompok
masyarakat, dan/atau keluarga.

(3) Pelatihan dan/atau peningkatan Kkapasitas
sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) tahun
sekali. | k

(4) Jenis dan pelatihan dan/atau peningkatan
kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditentukan dengan melibatkan masyarakat
dan/atau organisasi Penyandang Disabilitas.

pasal 96..-

.
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Pasga) ug
[1) Pellbo’tan Masyarakat S‘Zf_"h:tp"gi;nana dimak
yagat aksud

dalam Pasal 93 3 :
at h i
untuk : y (2) huruf ¢ bertujuan
a. g?:::;clnan kesempatan bagi Penyandang
iitas untuk kembali bcrsosia]isasz
dengan masyarakat; dan

b. irgi;‘gg’takan lingkungan masyarakat yang
(2) Pelibatan Penyandang  Disabilitas  oleh

Masyar.akat pada kegiatan produktif, rekreatif,

edukatif dan/atau religious yakni antara lain :

a. mempekerjakan Penyandang Disabilitas;

b. mengikut sertakan dalam kegiatan sosial;

c. mengundang Penyandang Disabilitas dalam
gcara pertemuan baik formal maupun
informal; dan/atau

o melibatkan Penyandang Disabilitas daia
acara seremonial keagamaan.

Bagian Ketiga .
Layanan Habilitasi Dan Rehabilitasl Pada
Lembaga Kesejahteraan Sosial

Pasal 97

i dan
(1) Upaya layanan Habilitas1 ‘ .

)Lfm}‘r;agay Kesejahteraan gicl)sml fenﬁ;ﬁ
e yane Habi]itasi dan

d atkan 1ayanan akat.
g:ﬁlat?ill?itasi dalam keluarga dan masyars

Rehabilitasi pada
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A Kesejahteraan Soc: '
(2) Lembaga 0s1a] ‘
menyelenggarakan  layanan Habilitag; Ycalng_
Rehabilitasi harus terdaftar di Daergy, an

(3) Penyelenggaraan layanan  Habijlitag;
Rehabilitasi oleh Lembaga Kesejahterg
harus berdasarkan persetujuan darj

layanari.

dan
an Sosig]
Penerima

Pasal 98

(1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang sosial secary
periodik  bertanggung jawab  melakukan
monitoring dan evaluasi pelaksanaan layanan
Habilitasi dan Rehabilitasi pada Lembaga
Kesejahteraan Sosial.

(2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada
Bupati.

Pasal 99
Pelaksanaan layanan Habilitasi dan Rehabilitasi

pada Lembaga Kesejahteraan Sosial sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

80 BAB XVII...
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BAB Xvii
KONSESI

Pasal 100

(1) Pemerin?ah Daerah  bertanggung jawab
m'emb-e'rlkan konsesi  bagi  Penyandan
Disabilitas. ¢ ;

(2) Konsesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1]
berupa potongan biaya terhadap pelayanan
publik yang diselenggarakan oleh Pemerintah
Daerah.

(3) Ketentuan  mengenai besar atau nilai
persentase konsesi sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

(4) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) harus merujuk pada peraturan
perundang-undangan mengenai konsesi bagi
Penyandang Disabilitas.

Pasal 101

(1) Pemerintah Daerah mendorong pihak swasta
untuk memberikan konsesi bagi Penyandang

Disabilitas.

(2) Konsesi sebagaiman
berupa potongan
- keringanan lainnya.

2 dimaksud pada ayat (1]
biaya dan/atau bentuk

81 (3) Upay}/
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(3) Upaya mendorong pihak swasta untuk
memberikan konsesi sebagaimana dlmaksud

pada ayat (1) dengan cara:

a. sosialisasi mengenai penghormatan,
pelindungan dan pemenuhan hak
penyandang disabilitas; dan/atau

b. pemberian insentif.

Pasal 102

(1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif
kepada pihak swasta yang telah memberikan
konsesi bagi Penyandang Disabilitas.

(2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi :
a. publikasi;
b. penghargaan; dan/atau
c. keringanan pajak.

(3) Ketentuan mengenai insentif sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) diatur dengan
Peraturan Bupati.

82
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' BAB XVvIi1
KOMUNIKASI DAN INF ORMASI

Bagian Kesatu

Komunikasj

Pasal 103
(1) Pemerintgh Daerah bertanggung jawab
mengakui, menerima, dan memfasilitasi

komunikasi Penyandang Disabilitas dengan
menggunakan cara tertentu.

(2) Komunikasi dengan menggunakan cara
tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan dengan cara, alat, dan bentuk
lainnya yang dapat dijangkau sesuai dengan
pillhan  Penyandang  Disabilitas  dalam
berinteraksi.

(3) Komunikasi  dengan menggunakan cara
tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
antara lain :

a. bahasa isyarat;

b. bahasa isyarat raba;

c. huruf braille,

d. audio;

e. visual; atau .

f. komunikasi augmentatif A
kesetaraan dengan yane lajunalzl l;d pada ayat

(4) Komunikasi sebagaimang me elayanan
3) diutamakan dalam pelaksanaas ¥
publik oleh Pemerintah Dacrat:

atas dasar

A/

a3
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'- Bagian Kedug
- Informasi

Pasal 104

(1) pemerintah Daerah bertang o |
menjamin  akses  atas informag; Jawap,
penyandang Disabilitas. bag;

2) Tt j b sebagaimana dima
(2) Tanggung jawa g a dimale
ayat (1) dilaksanakan oleh tiap p:rilf;da
Daerah yang melaksanakan pelayanan, PUbl?t
bagi masyarakat. ik

(3) Akses atas informasi bagi Penyandan
Disabilitas sebagaimana dimaksud pads aya%
(1) dalam bentU.k audio, visual dan/atau
informasi teknologi.

Pasal 105

(1) Pemerintah  Daerah  bertanggung jawab
menyediakan informasi dalam bentuk yang
dapat dipahami sesuai dengan ragam
disabilitas dan kondisi tempat tinggalnya.

(2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
didapatkan secara tepat waktu dan tanpa biaya
tambahan.

2) Tangg"e™

84 (}/
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BAB Xx1x
PEREMPUAN DAN ANAK

Pasal 106

-2 Perempuan dan anak
penyandang disabilitas yang menjadi
korban kekerasan; :

b. memberikan perlindungan khusus terhadap
perempuan dan anak penyandang disabilitas
sesual  dengan  Ketentuan peraturan
perundang-undangan; dan

c. menyediakan rumah aman yang mudah
diakses untuk . perempuan dan anak
penyandang disabilitas yang menjadi korban
kekerasan.

(2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) sesuai dengan kewenangan di-

laksanakan oleh : e
a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang sosial; atau

b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan

urusan pemerintahan - di 1m£ﬂ§§§
pemberdayaan perempuan dan pe
anak.

BAB XX...

85 ’”
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BAB XX
PERLINDUNGAN DARI TINDAKAN DISKRIMINAS]
PENELANTARAN, PENYIKSAAN DAN EKSPLOITAS)

Pasal 107
(1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk ;

a. memfasilitasi penyandang disabilitas untuk
bersosialisasi dan  berinteraksi dalam
kehidupan berkeluarga, bermasyarakat dan
bernegara tanpa rasa takut; dan

b. menjamin penyandang disabilitas bebas dari
segala bentuk kekerasan fisik, psikis,
ekonomi dan seksual

(2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilaksanakan melalui:

a. analisis dan evaluasi produk hukum daerah
yang Dberpotensi diskriminasi dan/atau
membatasi pemenuhan hak penyandang
disabilitas;

b. membangun layanan dan penanganan
pengaduan masyarakat terhadap dugaan
pelanggaran hak asasi manusia dan/atau
dugaan pelanggaran hukum terhadap
penyandang disabilitas yang dilakukan
secara terintegrasi; dan/atau

C. rev_italisasi adat istiadat . dalam  rangka
pelindungan, penghormatan dan pemenuhan
hak penyandang disabilitas.

86
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3) Tanggung jawab s i
( ebagaimana dimaksud pada

a at 2 19 )
kewenangannya oleh sesual dengan

a. Perangkat Daerah yang membidangi hukum:

b. Perangkat Daerah
; yang menyelen
urusan pemerintahan di bidan g S(JSiglg‘fj\raka_n

c. Perangkat Daer'ah yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di  bidang pem-
berdayaan masyarakat dan desa:

d. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang pem-
berdayaan perempuan dan pelindungan

anak; dan/atau
e. Pemerintah desa/kelurahan.

(4) Penyelenggaraan tanggung jawab sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) dapat melibatkan :
a. Masyarakat;
b. Organisasi kemasyarakatan; dan/atau

atau asosiasi  penyandang

c. Lembaga
disabilitas atau dengan sebutan lainnya.
BAB XXI
PENDANAAN
Pasal 108

h dan Pemerintahan Desa

(1) Pemerintah Daera ,
alokasikan ~dana

bertanggung jawab Meng .
dalam Anggaran pendapatan dan Belanja

Daerah dan Anggaran pendapatan dan Bealrzglajiz
Desa untuk pembiayaan penyelengg

87 pcnghormatanm
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penghormatan, Pelindungan, dan Per

. oq e en
Hak Penyandang Disabilitas. Uhap

2) penyelenggaraan Penghormatan, Pelin
dan Pemenuhan Hgk Penyandang Dj
dapat dibiayai dari sumbcr pendapa
yang sah dan tidak mengikat.

BAB XXII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 109

(1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan

pengawasan penyelenggaraan Penghormatan,
Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang
Disabilitas melalui monitoring dan evaluasi.

(2) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan
dilakukan secara berkala oleh Bupati melalui

Perangkat Daerah yang membidangi urusan
sosial.

BAB XXIII
PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 110

(1) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam
penyelenggaraan Penghormatan, Pelindungan
dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.

(2) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) meliputi ;

a. memberikan pendapat dan/atau masukan
dalam tahapan perencanaan  atau

88 Penyusuna...
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penyusunan kebij
Pelindungan dar? s

Penyandang Disabilitas:

b. melakukan kerjasama dengan Pemerintah

Daerlilh untuk mengadakan kegiatan dalam
rangka Penghormatan, Pelindungan dan

Penghormatan,
Pcm(:nuhan Hak

c.ikut melakukan pengawasan terhadap
pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan

dan Pemenuhan Hak Penvand
Disabilitas. 4 e
BAB XXIV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 111

Semua ketentuan yang Dberkaitan dengan
Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan Hak
Penyandang Disabilitas yang telah ditetapkan
sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini
masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan
dengan Peraturan Daerah ini.

89 pasal 112..-
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Pasal 112

Peraturan Daerah ini mulai berlaky pada tanggai
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memenntahkan
pengundangan Peraturan Daerah inj dengap
penempatannya dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Belu,

Ditetapkan di Atambua
pada tanggal 30 Desember 2020

BUPATI BELU,
Ttd

WILLYBRODUS LAY

Diundangkan di Atambua
pada tanggal 30 Desember 2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BELU,
Ttd.

-FRANS MANAFE

" Salinari ‘sesuai dengan aslinya,

/s Plt. PALA BAGI

HUKUM,

GERTRUDI§ DIDUK, SH
. NIP. 19670621 199603 2 005

" LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BELU TAHUN

2020 NOMOR 07.

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN

BELU, PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR :
07/2020.
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PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELU
‘ NOMOR 7 TAHUN 2020

TENTANG

PENGHORMATAN, PELINDUNGAN, DAN
PEMENUHAN HAK PENYANDANG
DISABILITAS

1. UMUM

Penyandang disabilitas digolongkan juga
sebagai salah satu kelompok  rentan.
Kelompok rentan yakni kelompok yang pahng
sering menerima perlakuan diskriminasi dan
hak-haknya sering tidak terpenuhi. Hal ini
bukan tanpa sebab, karena penyandang
disabilitas sering kali dianggap sebagai orang
cacat yang paling banyak mendapatkan

perlakuan diskriminasi serta masih banyak
hak-hak lain yang belum terpenum bagi kaum

disabilitas.

91
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Di dalam Lkonteks hak asasi Manusis
(HAM), salah satu tanggung jawab Utamg
pemerintah  dan juga pemerintah daergh
adalah untuk melaksanakan pcnghormatan,
pelindungan, pemenuhan, pemajuan daﬁ
penegakkan hak asasi manusia. ’I‘anggung
jawab tersebut melingkupi semua aspek
kehidupan masyarakat dan bersifat universg]
sesual dengan karakter hak asasi manusia ity
sendiri. Salah satu upaya penghormatan,
pelindungan dan pemenuhan hak tersebut
yakni kepada penyandang disabilitas.

Indonesia merupakan salah satu negarsg
yang menjunjung tinggi upaya penegakan dan
penghormatan Hak Asasi Manusia. Dalam
amandemen kedua Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD
NRI 1945) dimasukan ketentuan mengenai
Hak Asasi Manusia, yang dicantumkan dalam
Bab tambahan, yaitu Bab XA, Penambahan
jaminan Hak Asasi Manusia dalam konstitusi
Mmerupakan bukti bahwa bangsa Indonesia

N2
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dengan serius  ingin mendorong peng-
hormatan, perlindungan dan pcmenuham
Hak Asasi Manusia oleh negara bagi warga
negaranya. Upaya tersebut juga sebagai satu
langkah nyata dalam membentuk Indonesia

sebagal negara hukum yang demokratis.

Kabupaten Belu sebagai salah satu
kabupaten yang ada di Provinsi Nusa
Tenggara Timur memiliki angka penyandang
disabilitas yang cukup masif. Selama ini
intervensi program dan kegiatan Kkhusus
terhadap penyandang disabilitas hanya
dilaksanakan oleh Dinas- Sosial melalui
pelatihan keterampilan dan bantuan sosial.
Belum banyak perangkat daerah terkait
lainnya yang secara terkoordinasi melakukan
upaya penghormatan, pelindungan dan
pemenuhan hak penyandang disabilitas.
Untuk itu diperlukan sebuah pengaturan
mengenai kebijakan Penghormatan,
Pelindungan ~ dan  Pemenuhan Hak

Penyandang Disabilitas di Kabupaten Belu

untuk...” /
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untuk ~ mengatasi  permasalahay, dan
hambatan dalam mewujudkan aksegj,; lita, :
dan kesetaraan hak penyandang disabiljt o%

Sebagai bagian dari padg
pemerintah  daerah  dalam mewujy dkan
aksesibilitas dan kesetaraan bagi Penyandang
disabilitas, maka perlu diciptakan sebuah
kebijakan yang Dberkelanjutan mengen,;|
penghormatan, pelindungan dan pemenuhap
hak penyandang disabilitas. Kebijakan
tersebut salah satunya melalui penetapan
peraturan daerah yang mengatur secara
komprehensif kewajiban pemerintah daerah
serta  mendorong para pihak dalam T‘?E".:'__
mewujudkan kewajiban tersebut. Undang
Undang Nomor 8 Tahun 2018 tentang
Penyandang Disabilitas terdapat 22 (dua
puluh dua) hak penyandang disabilitas yangi r
- menjadi kewajiban pemerintah daerah. Untuk
itu melalui pengaturan yang lebih rinci dan| ?
Spesrﬁk Sesuai  kebutuhan daerah dl‘ E

——
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pASAL DEMI PASAL

pasal 1
Cukup jelas.
pasal 2 |
Cukup jelas.
pasal 3
Cukup jelas.
Pasal 4
Cukup jelas.
Pasal 5
Cukup jelas.
Pasal 6
Cukup jelas.
Pasal 7
Cukup jelas.
Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.
Pasal 12

Cukup jelas.

95

Pasal 13..

@ipinAai Aengan CanSaanmen



Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.
Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.
Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas. |

Pasal 23
Cukup jelas.
Pasal 24

Cukup jelas.

_z
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pasal 25
Cukup jelas.
pasal 26
Cukup jelas.
pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

pasal 29
Cukup jelas.
Pasal 30
Cukup jelas
Pasal 31
Cukup jelas.
Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.
Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal;;--
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pPasal 37

Cukup jelas.

pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.
Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas,

Pasal 47
Cukup jelas.
Pasal 48

Cukup jelas.

@i@n&u Aengan CanSaanmen
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pasal 49
Cukup jelas.

pasal 50
cukup jelas.

pasal 51

Cukup jelas.

pasal 52

Cukup jelas.

pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

99
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pasal 60
Cukup jelas.
Pasal 61
Cukup jelas.
Pasal 62
Cukup jelas.
Pasal 63
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
huruf a s 5
Yang dimaksud dengan bantuan
Sosial adalah bantuan berupa
uang, barang, atau jasa kepada
seseorang, keluarga, atau
kelompok Penyandang Disabilitas
yang rentan terhadap risiko
sosial.
huruf b
Yang dimaksud dengan advokasi
 sosial adalah aktivitas menolong
“atau  membela Penyandang
‘Disabilitas untuk  mencapai
layanan ketika mereka aitalak
komunitas sosial. _

100 Huruf ¢..-
A
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sS100

107

huruf ¢

kepada
Hukum.

Pasal 64
Cukup jelas.
Pasal 65
Cukup jelas.
Pasal 66
Cukup jelas.
Pasal 67
Cukup jelas.
Pasal 68
Cukup jelas.
Pasal 69
Cukup jelas.
Pasal 70
Cukup jelas, ..

~ Pasal 71

Cukup jelas.
Pasal 72
Cukup jelas.

101

_ cuma-cuma
Penerimg Bantuan

Pasal 73...
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pPasal 73
cukup jelas.
pasal 74

Cukup jclas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76
Cukup jelas.
Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79
Cukup jelas.
Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82
Cukup jelas.
Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

102
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Pasal 85
Cukup jelas,
Pasal 86 |
| Cukup jelas,
Pasal 87
Cukup jelas.
Pasal 88
Cukup jelas.
Pasal 89
Cukup jelas.
Pasal 90
Cukup jelas.
Pasal 91 =
Cukup jelas. |
Pasal 92
Cukup jelas.
Pasal 93
Cukup jelas.
Pasal 94
Cukup jelas.
Pasal 95
Cukup jelas.
Pasal 96
Ccukup jelas.

103
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Pasal 97
Cukup jelas.

Pasal 98

Cukup jelas.

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100
Cukup jelas.
Pasal 101

Cukup jelas.

Pasal 102
- Cukup jelas.
Pasal 103

Cukup jelas.

Pasal 104
Cukup jelas.
Pasal 105

Cukup jelas.

Pasal 106
Cukup jelas.
Pasal 107

Cukup jelas.

Pasal 108
Cukup jelas,

104
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pasal 109
Ccukup jelas.
Pa’sal' 110
Cukup jelas.
pasal 111
Cukup jelas.
Pasal 112
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN
BELU NOMOR 146.

y
@ipinAai Aengan CanSaanmen



BUPATI BELy
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI BELU
NOMOR 44 TAHUN 2020

TENTANG

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BELU NOMOR 7 TAHUN 2020
TENTANG PENGHORMATAN, PELINDUNGAN
DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG

DISABILITAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BELU,

Menimbang :a. bahwa dengan ditetapkannya
Peraturan Daerah Kabupaten
Belu Nomor 7 Tahun 2020
tentang Penghormatan, Pe-
lindungan Dan Peme_nuhan Hak
Penyandang Disabilitas, maka
perlu diatur pelaksanaannya,

b. bahwa berdasarkan per-
timbangan sebagaimana di-
maksud dalam huruf a, perlu}
menetapkan Peraturan Bupatl

Pelaksanaan Peraturan
tentang e

1

@ipinAai Aengan CanSaanmen



Mengingat

- 1.

Daerah Kabupaten Belu Nomor 7
Tahun 2020 tentang Peng-
hormatan, Pelindungan Dan
Pemenuhan Hak Penyandang
Disabilitas ;

Undang-Undang Nomor 69
Tahun 1958 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah
Tingkat II Dalam  Wilayah
Daerah-Daerah Tingkat I Bali,
Nusa Tenggara Barat Dan Nusa
Tenggara Timur (Lembaran
Negara  Republik  Indonesia
Tahun 1958 Nomor 122,
Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor
1655);

Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara
Rebublik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimang telah diubah
beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintah-
an Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran

-

2
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Negara  Republii Indonesia
Nomor 5679);

. Peraturan Daerah  Kabupaten
Belu Nomor 7 Tahun 2020
tentang  Penghormatan,  Pe-
lindungan Dan Pemenuhan Hak
Penyandang Disabilitas (Lembar-
an Daerah Kabupaten Belu
Tahun 2020 Nomor 07,
Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Belu Nomor 146);

o>

MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG
PELAKSANAAN PERATURAN

DAERAH KABUPATEN BELU
NOMOR 7 TAHUN 2020 TENTANG
PENGHORMATAN, PELINDUNGAN
DAN PEMENUHAN HAK
PENYANDANG DISABILITAS.

Pasal 1

Melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Belu
Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penghormatan,

Pelindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang
Disabilitas.
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-

Pasal 2

Memerintahkan Sekretaris Daerah Kgp
Belu untuk mengundangkan Peraturan Daer,
Kabupaten Belu sebagaimana dimaksyqg dalarg
Pasal 1 dengan penempatannya dalam Lembar,
Daerah Kabupaten Belu. 0

upaten

Pasal 3

Menugaskan Kepala Dinas Pendidikan Dap
Kebudayaan Kabupaten Belu, Kepala Ding,
Ketenagakerjaan Dan Trasmigrasi Kabupatey
Belu, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bejy
Kepala Dinas Kepemudaan Dan Olahrags
Kabupaten Belu, Kepala Dinas Pariwisats
Kabupaten Belu, Kepala Dinas Sosial Kabupaten
Belu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan
Perumahan Rakyat Kabupaten Belu, Kepala Dinas
Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Kabupaten Belu, Kepala Dinas
Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten
Belu, Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika
Kabupaten Belu, Kepala Dinas Pemberdayaan
Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten
Belu, Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan
Menengah Kabupaten Belu, Kepala Badan
Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Belu Dan
Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Belu untuk melaksanakan Peraturan

2:.Daerah sebagaimana dimaksud dualsm Pasal 1.

=
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Pasal 4

peraturaf! Bupati i mulai beflaku pada tanggal

pgar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundapgan Peraturan Bupati ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten

Belu.

Diundangkan di Atambua
pada tanggal 30 Desember 2020

BUPATI BELU,
Ttd
WILLYBRODUS LAY

Diundangkan di Atambua
pada tanggal 30 Desember 2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BELU,
Ttd.

FRANS MANAFE

. Salman <esuai dengan aslinya,
/ Pit. KEPALA BAGIAN HUKUM,

| 'GERTRUDIS DIDUK, SH
. NIP. 19670621 199603 2 005

H KABUPATEN BELU TAHUN 2020

BERITA DAERA
NOMOR 44
-
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